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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola birokrasi di 

Kabupaten Purworejo, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

kapabilitas sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi layanan. Studi ini dilaksanakan untuk 

merespons kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan 

mempercepat reformasi birokrasi di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mixed-methods, yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 173 responden dari kalangan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dan 264 responden dari masyarakat. Sementara itu, data kualitatif 

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat. 

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas 

di Kabupaten Purworejo masih memerlukan banyak perbaikan. Dari hasil survei, 65% 

masyarakat merasa bahwa informasi terkait kebijakan dan alokasi anggaran tidak mudah 

diakses, sementara 60% ASN mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses seleksi 

jabatan dan pemberian tunjangan. Kondisi ini berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat 

dan menurunkan motivasi ASN. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan akses 

informasi melalui portal digital yang transparan, serta penyusunan laporan kinerja yang terbuka 

untuk publik. 

Dalam hal kinerja layanan publik, baik ASN maupun masyarakat sepakat bahwa 

digitalisasi layanan sangat diperlukan untuk mempercepat proses administrasi dan 

meningkatkan efisiensi. Sebanyak 70% ASN dan 60% masyarakat setuju bahwa digitalisasi 

dapat membantu mempercepat layanan, terutama di sektor kesehatan dan administrasi 

kependudukan. Namun, masyarakat juga mengeluhkan lambatnya proses layanan di beberapa 

bidang, yang disebabkan oleh masih minimnya penggunaan teknologi digital di OPD. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat implementasi sistem digital 

dalam pelayanan publik, termasuk pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan keterampilan 

dalam memanfaatkan teknologi. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan juga 

menjadi perhatian. Hanya 30% masyarakat yang merasa dilibatkan dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pengawasan program pemerintah. Hambatan 
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utama yang diidentifikasi adalah kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi, 

terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Wawancara mendalam juga menunjukkan bahwa 

proses partisipasi sering kali hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. Untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengembangkan platform digital yang 

memungkinkan pelaporan keluhan dan masukan secara real-time, serta memperluas sosialisasi 

program melalui media sosial dan forum diskusi publik. 

Di sisi lain, temuan terkait kapabilitas SDM menunjukkan bahwa ASN membutuhkan 

lebih banyak program pelatihan berbasis kompetensi dan jalur karir yang jelas. Sebanyak 55% 

ASN menyatakan bahwa kurangnya program pelatihan dan pembinaan karir berdampak negatif 

pada motivasi kerja mereka. Kurangnya jalur karir yang transparan membuat ASN merasa 

kurang dihargai, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas dan loyalitas mereka. Oleh 

karena itu, diperlukan program pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing OPD, serta penyusunan jalur karir yang lebih transparan untuk meningkatkan 

motivasi ASN. 

Secara keseluruhan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa rekomendasi kebijakan 

yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi di Kabupaten Purworejo. 

Pertama, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi proses layanan dan administrasi dengan 

membangun sistem digital terpadu untuk perizinan, layanan kesehatan, dan administrasi 

kependudukan. Kedua, peningkatan transparansi dapat dicapai dengan membuka akses 

terhadap informasi kebijakan dan laporan kinerja pemerintah melalui portal digital. Ketiga, 

pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan manajerial 

ASN melalui program pelatihan berkelanjutan. Terakhir, untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, perlu diadakan forum diskusi publik secara rutin dan pengembangan aplikasi 

mobile untuk mempermudah pelaporan keluhan dan masukan dari masyarakat. 

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pemerintah Kabupaten 

Purworejo dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola birokrasi, 

serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini 

menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi, dan pengembangan SDM sebagai langkah 

strategis dalam reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perubahan kebijakan 

yang lebih responsif, inovatif, dan inklusif, demi mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif dan 

akuntabel di masa depan. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Birokrasi adalah tulang punggung pemerintahan yang memainkan peran krusial dalam 

mengelola dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut teori birokrasi Max 

Weber, birokrasi yang ideal dikelola berdasarkan prinsip-prinsip rasionalitas, efisiensi, dan 

disiplin yang ketat (Weber, 1978). Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali 

menghadapi berbagai kendala yang menghalangi pencapaian ideal tersebut. Kendala-

kendala ini bisa berasal dari faktor internal, seperti kompetensi aparatur yang belum optimal, 

serta faktor eksternal, seperti pengaruh politik dan ketidakstabilan kebijakan. 

Di Kabupaten Purworejo, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintahan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menghadapi tantangan besar dalam 

mengoptimalkan fungsi birokrasi. RPJMD ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang 

bersih, kapabel, dan akuntabel, yang sejalan dengan standar tata kelola kelembagaan 

berkelas dunia. Namun, hasil observasi awal dan wawancara dengan berbagai pihak 

menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik di Purworejo. Fenomena ini mungkin juga terjadi di daerah lain dengan 

karakteristik yang serupa. 

Kabupaten Purworejo telah meluncurkan berbagai program reformasi birokrasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski berbagai upaya telah dilakukan, hasil 

observasi awal menunjukkan bahwa struktur organisasi dan tata kelola di Purworejo belum 

sepenuhnya selaras dengan kebutuhan lokal, sering kali menerapkan aturan dari pusat tanpa 

penyesuaian yang memadai. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam adaptasi terhadap 

kebutuhan dan tantangan spesifik daerah. Selain itu, pelaksanaan tugas sehari-hari masih 

dapat ditingkatkan dengan definisi fungsi dan tanggung jawab yang lebih jelas antar unit 

kerja. 

Manajemen tata laksana yang ada saat ini cenderung fokus pada pelaksanaan kegiatan 

rutin yang diperintahkan oleh pusat, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tanpa 

pemahaman mendalam terhadap tujuan dan esensi dari kegiatan tersebut dalam konteks 
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perbaikan tata kelola lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih 

kontekstual dan relevan dengan kebutuhan daerah. 

Dalam aspek manajemen SDM, meskipun administrasi kepegawaian berjalan, terdapat 

peluang untuk menerapkan sistem yang lebih terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan 

SDM. Pengembangan karir pegawai juga memerlukan perbaikan, dengan pola karir dan 

pembinaan kepegawaian yang lebih terarah dan terpusat, guna meningkatkan motivasi dan 

kinerja pegawai. 

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) juga menjadi perhatian, di mana terdapat indikasi 

bahwa proses seleksi dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan menghindari 

potensi konflik kepentingan. 

Selain itu, dinamika politik lokal yang terkadang bertentangan dengan reformasi 

administratif yang diperlukan untuk mendorong efisiensi dan keefektifan pemerintahan juga 

berpotensi menghambat kemajuan. Tantangan seperti alokasi anggaran yang terbatas 

seringkali menjadi penghalang dalam melakukan peningkatan infrastruktur dan teknologi 

yang mendukung operasional birokrasi yang lebih modern dan responsif. 

Osborne dan Gaebler dalam buku mereka "Reinventing Government: How the 

Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector" (1993) menekankan pentingnya 

responsivitas, inovasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Mereka mengajukan bahwa birokrasi yang efektif harus mengadopsi pendekatan yang lebih 

dinamis dan berorientasi pada layanan. 

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam RPJMD 2021-2026 menetapkan misi untuk 

meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah mewujudkan tata kelola kelembagaan 

berkelas dunia dengan sasaran: terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, 

terwujudnya birokrasi yang kapabel, dan terwujudnya pelayanan publik yang prima. 

Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki 8.360 pegawai 

yang terdiri dari 6.102 PNS dan 2.258 P3K. Pegawai ini tersebar dalam 42 organisasi 

perangkat daerah, 2 RSU, 27 Puskesmas, serta di semua sekolah dasar dan menengah 

pertama negeri. Distribusi pegawai berdasarkan golongan menunjukkan jumlah terbesar 

pada golongan III/b sebanyak 1.172 pegawai, golongan IV/a sebanyak 1.049 pegawai, dan 
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golongan III/d sebanyak 977 pegawai. Penyebaran dan klasifikasi pegawai yang beragam 

ini menggambarkan tantangan signifikan dalam hal manajemen SDM dan alokasi sumber 

daya yang tepat untuk memastikan efektivitas birokrasi. 

Penelitian terkini menunjukkan bahwa birokrasi yang efisien dan efektif memainkan 

peran penting dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Kim et 

al., 2019). Selain itu, studi oleh Meijer et al. (2020) menemukan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas dalam birokrasi meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional. 

Mengingat kompleksitas isu tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara 

mendalam berbagai hambatan yang ada, mengidentifikasi solusi praktis untuk mengatasi 

tantangan tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. 

Tujuan utamanya adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas, meningkatkan 

transparansi, dan meningkatkan efisiensi operasional birokrasi di Kabupaten Purworejo. 

Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan 

akuntabel, sejalan dengan visi untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan berkelas dunia. 

Analisis dan kajian yang akan kami lakukan dengan berpedoman pada:  

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

a. Pasal 1 mendefinisikan ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

b. Pasal 3 menjelaskan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta 

prinsip dasar manajemen ASN yang meliputi: (a) asas kepastian hukum, (b) asas 

profesionalitas, (c) asas proporsionalitas, (d) asas nondiskriminatif, (e) asas 

keterbukaan, (f) asas kepentingan umum, dan (g) asas integritas moral. 

c. Pasal 51-56 mengatur tentang manajemen kinerja ASN, mulai dari perencanaan 

kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, hingga penghargaan 

dan sanksi atas kinerja ASN. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

a. Pasal 1-2 menjelaskan tujuan dari manajemen PNS yang mencakup pengadaan, 

pengembangan, pengelolaan kinerja, dan pemberhentian. 

b. Pasal 23-27 mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan pengadaan PNS yang 

berbasis pada analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memastikan jumlah dan 

kualitas PNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
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c. Pasal 38-41 mengatur tentang pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan 

dan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan 

profesionalitas PNS. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PPPK 

a. Pasal 1 mendefinisikan PPPK sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

b. Pasal 4-10 mengatur tentang mekanisme pengadaan PPPK mulai dari perencanaan, 

pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, hingga pengangkatan. 

c. Pasal 20-22 mengatur tentang pengembangan kompetensi PPPK, termasuk hak untuk 

mengikuti pelatihan, pengembangan karier, dan penilaian kinerja. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

a. Pasal 2 menetapkan standar kompetensi jabatan ASN yang meliputi kompetensi teknis, 

manajerial, dan sosial kultural yang harus dimiliki oleh setiap ASN sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Pasal 3-5 mengatur tentang penilaian kompetensi melalui assessment center atau 

metode lainnya yang diakui untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan jabatan yang diemban. 

c. Pasal 6-8 mengatur tentang penggunaan hasil penilaian kompetensi untuk 

pengembangan karier, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN. 

 

Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi tata kelola birokrasi di Kabupaten 

Purworejo dengan pendekatan berbasis data. Melalui analisis data empiris dari survei terhadap 

masyarakat dan ASN, serta wawancara mendalam dengan pejabat OPD, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik, 

termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 

2. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diimplementasikan 

untuk memperbaiki tata kelola birokrasi. 

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak 

hanya mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada tetapi juga menawarkan solusi yang 
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realistis dan aplikatif. Inovasi dalam kebijakan dan perbaikan sistem manajemen birokrasi akan 

menjadi kunci untuk mencapai pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien, yang pada 

akhirnya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah 

Kabupaten Purworejo. 

Hasil dari kajian ini diharapkan akan menyediakan insight yang berharga untuk 

pengambilan kebijakan di Kabupaten Purworejo, memungkinkan mereka untuk mengambil 

tindakan strategis yang akan memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya penting untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD tetapi juga 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

lebih baik. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan, serta fenomena yang ada maka diturunkan 

beberapa perumusan masalah, sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas operasional birokrasi di Kabupaten 

Purworejo? 

2. Bagaimanakah identifikasi dan perumusan strategi dalam rangka meningkatkan kapabilitas 

dan akuntabilitas birokrasi ? 

3. Rekomendasi kebijakan praktis apa yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki 

layanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas birokrasi di 

Kabupaten Purworejo, yang merupakan aspek krusial dalam mencapai visi pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, 

penelitian akan fokus pada tiga tujuan spesifik: 

1. Mengkaji dan Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi. 

Faktor-faktor yang akan diteliti adalah adaptabilitas struktur organisasi, kapasitas SDM, 

transparansi akuntanbilitas organisasi, dan budaya organisasi.  

2. Mengidentifikasi dan Merumuskan Strategi untuk Meningkatkan Kapabilitas dan 

Akuntabilitas Birokrasi.  

Berdasarkan analisis dari tujuan pertama, penelitian ini akan mengembangkan strategi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara di Kabupaten Purworejo. 

Strategi ini akan mencakup rencana pengembangan sumber daya manusia, seperti 



17 
 

pelatihan/workshop, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan, serta reformasi proses 

rekrutmen dan penilaian kinerja untuk memastikan bahwa birokrasi diisi oleh individu yang 

kompeten dan berintegritas. 

3. Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Diimplementasikan untuk 

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.  

Hasil akhir dari penelitian ini akan berupa serangkaian rekomendasi kebijakan yang praktis 

dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini akan dirancang untuk diintegrasikan ke 

dalam kebijakan dan praktik yang ada atau sebagai inisiatif baru. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat diterapkan secara efektif untuk 

memperbaiki layanan publik dan tata kelola pemerintahan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi 

pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purworejo. Dengan fokus pada peningkatan efektivitas 

birokrasi dan reformasi tata kelola, penelitian ini menawarkan manfaat konkret yang meliputi: 

1. Menyediakan Masukan Berbasis Bukti kepada Pembuat Kebijakan 

Hasil penelitian ini akan memberikan data dan analisis mendalam yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis dalam reformasi birokrasi. 

Rekomendasi yang dihasilkan akan membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi area 

yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi 

masalah yang ada. Hal ini memungkinkan adanya intervensi yang tepat sasaran dan berbasis 

bukti, sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan inisiatif reformasi. 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

Dengan fokus pada peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas birokrasi, penelitian ini 

bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berdampak langsung pada peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan ini diperkirakan akan 

meningkatkan kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini juga akan mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan, menciptakan siklus positif antara pemerintah 

dan warganya. 

3. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pembangunan sistem birokrasi yang lebih 

transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui implementasi rekomendasi yang dihasilkan, 
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diharapkan akan terjadi peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yang 

mencerminkan standar internasional dan prinsip good governance. Keberhasilan dalam 

aspek ini akan memperkuat integritas institusional dan meminimalisir praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

4. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 

Selain manfaat langsung, penelitian ini juga mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan dengan mempromosikan pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. 

Reformasi birokrasi yang efektif akan mempercepat pencapaian berbagai target 

pembangunan lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, 

karena semua ini bergantung pada efektivitas pemerintahan daerah. 

5. Peningkatan Reputasi dan Citra Kabupaten Purworejo 

Dengan menunjukkan kemajuan nyata dalam tata kelola dan pelayanan publik, 

Kabupaten Purworejo dapat membangun citra positif sebagai model pemerintahan 

daerah yang progresif dan responsif di Indonesia. Hal ini tidak hanya meningkatkan 

kebanggaan lokal tetapi juga menarik investasi dan dukungan dari berbagai entitas, baik 

nasional maupun internasional. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga 

memiliki implikasi yang luas untuk praktek tata kelola pemerintahan yang lebih baik secara 

nasional dan internasional. Manfaat yang dirinci ini memperkuat posisi proposal ini untuk 

memenangkan hibah dengan menunjukkan bagaimana penelitian dapat secara langsung dan 

tidak langsung membawa perubahan positif yang luas dan berdampak tinggi. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang komprehensif dan terstruktur, yang ditujukan 

untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kritis dalam tata kelola birokrasi di 

Kabupaten Purworejo. Ruang lingkup ini mencakup empat area kunci yang akan dijelaskan 

lebih detail untuk memastikan hasil yang berdampak dan aplikatif: 

1. Kajian terhadap Struktur Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Penelitian akan secara khusus mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan praktik 

manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi Kabupaten Purworejo. Fokus akan 

diberikan pada alur keputusan, alokasi tanggung jawab, dan efektivitas komunikasi 

internal. Selain itu, analisis ini juga akan mencakup sistem pengembangan, pelatihan, 

dan penilaian kinerja pegawai. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menentukan apakah 
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struktur saat ini mendukung atau menghambat operasi pemerintahan yang efisien dan 

mencari cara untuk mengoptimalkan organisasi dan sumber daya manusia untuk 

peningkatan kinerja. 

2. Analisis Kebijakan-Kebijakan yang Telah Diterapkan dan Pengaruhnya Terhadap 

Efektivitas Administrasi Pemerintahan 

Penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan dalam 

periode terakhir dan menilai efektivitas mereka dalam mencapai tujuan pemerintahan 

yang ditetapkan. Ini melibatkan penilaian kritis terhadap kebijakan publik, termasuk 

kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan regulasi yang mempengaruhi sektor privat dan 

publik. Analisis akan mengidentifikasi gap antara perencanaan kebijakan dan hasil 

implementasinya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut. 

3. Evaluasi Pelayanan Publik yang Diberikan kepada Masyarakat 

Evaluasi ini akan mengkaji efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh birokrasi 

Kabupaten Purworejo, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan 

layanan umum lainnya. Metodologi penilaian akan melibatkan survei kepuasan 

masyarakat, wawancara mendalam, dan studi kasus pada layanan tertentu. Tujuannya 

adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penyediaan layanan dan area yang 

membutuhkan peningkatan. Evaluasi ini akan membantu menentukan prioritas untuk 

intervensi dan reformasi. 

 

4. Pengembangan Model Kebijakan yang Dapat Diadopsi untuk Mengatasi Permasalahan 

yang Diidentifikasi 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis sebelumnya, penelitian akan mengembangkan 

model kebijakan yang praktis dan dapat diadopsi oleh pemerintah Kabupaten 

Purworejo. Model ini akan dirancang untuk memperbaiki kekurangan yang 

diidentifikasi dan memperkuat area yang sudah berfungsi dengan baik. Fokus utama 

adalah menciptakan kebijakan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dan bisa 

diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia, sambil mempertimbangkan 

faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal. 

Dengan menetapkan ruang lingkup penelitian yang jelas dan terfokus pada aspek-aspek 

kunci dalam birokrasi dan pelayanan publik, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dasar 

kebijakan yang akan membuat Kabupaten Purworejo menjadi contoh pemerintahan yang 

efektif dan responsif. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan untuk Kabupaten 
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Purworejo tetapi juga memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh 

kabupaten atau kota lain di Indonesia dengan situasi serupa. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam rangka memperkuat proposal penelitian ini, tinjauan pustaka yang disajikan berikut ini 

memadukan berbagai sumber literatur yang relevan dan kritis, yang menggali teori-teori penting, 

hasil penelitian terdahulu, serta praktik-praktik terkini dalam manajemen birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang 

kuat serta memperkaya konteks penelitian dengan wawasan akademis yang mendalam. 

A. Teori Birokrasi dan Reformasi Pemerintahan 

Pendekatan Max Weber dalam teori birokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya 

"Economy and Society" (Weber, 1978), masih menjadi titik tolak penting dalam memahami 

struktur birokrasi ideal yang ditandai dengan prinsip rasionalitas, hierarki yang jelas, dan aturan-

aturan yang terdefinisi dengan baik. Penelitian ini akan menggunakan kerangka Weber untuk 

mengevaluasi struktur organisasi Kabupaten Purworejo dan mengidentifikasi penyimpangan dari 

ideal birokrasi yang dapat mempengaruhi efektivitas administrasi. Di sisi lain, Osborne dan 

Gaebler dalam "Reinventing Government" (1993) memberikan perspektif baru terhadap 

transformasi birokrasi pemerintah yang lebih dinamis dan berorientasi hasil. Mereka mengusulkan 

model pemerintahan yang lebih entrepreneurial, yang mendorong inovasi dan efisiensi melalui 

desentralisasi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam membentuk kerangka 

pikir untuk reformasi birokrasi di Purworejo yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan 

publik. 

 

B. Efektivitas Administrasi Pemerintahan dan Good Governance 

Studi Pollitt dan Bouckaert dalam "Public Management Reform" (2011) menyediakan analisis 

komparatif tentang bagaimana berbagai negara menangani reformasi manajemen publik. 

Penelitian ini akan memanfaatkan temuan mereka untuk memahami praktik terbaik dan kesalahan 

yang harus dihindari dalam proses reformasi administrasi di Kabupaten Purworejo. Khususnya, 

pendekatan neo-Weberian mereka mengusulkan pembauran antara tradisi birokrasi klasik dan 

prinsip-prinsip manajemen modern yang lebih fleksibel dan orientasi layanan. 

Prinsip tata kelola yang baik dari UNDP (1997) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi juga akan menjadi acuan penting dalam evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk 
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memastikan bahwa reformasi yang dilakukan berjalan dalam kerangka tata kelola yang memadai 

dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. 

C. Dinamika Perubahan Organisasi 

Resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi sering kali menjadi penghambat utama dalam 

proses reformasi. Studi oleh Armenakis dan Bedeian (1999) tentang resistensi organisasi 

memberikan wawasan tentang cara-cara efektif untuk mengelola dan mengurangi resistensi 

terhadap perubahan. Penelitian ini akan menggunakan temuan mereka untuk mengembangkan 

strategi yang bisa mengatasi hambatan budaya dan organisasi dalam implementasi kebijakan baru 

di Purworejo. 

 

D. Pengukuran dan Evaluasi Pelayanan Publik 

Pengukuran kinerja adalah kunci untuk menilai efektivitas intervensi dan reformasi pelayanan 

publik. Bouckaert dan Halligan (2008) menawarkan panduan tentang pengaturan sistem 

pengukuran kinerja yang efektif, yang akan digunakan untuk merancang metode evaluasi layanan 

publik di Kabupaten Purworejo. 

Tinjauan pustaka ini membentuk dasar yang kokoh untuk proposal penelitian, menggabungkan 

teori dengan praktik dan memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak hanya berakar pada 

teori yang solid tetapi juga pada praktik terbaik yang teruji. Melalui sintesis sumber-sumber 

akademis yang rigor, proposal ini bertujuan untuk meyakinkan pemberi hibah tentang seriusnya 

pendekatan penelitian ini dalam mengatasi masalah birokrasi dan tata kelola di Kabupaten 

Purworejo dengan cara yang inovatif dan berbasis bukti. 

 

E. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Konseptual 

E.1. Pengembangan Hipotesis Kelompok ASN 

1. Pengaruh Adaptabilitas Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi 

Adaptabilitas struktur organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan internal. Teori Kontingensi oleh Lawrence dan 

Lorsch (1967) menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada seberapa baik struktur 

organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Struktur organisasi yang adaptif 

memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan, 

sehingga mendorong pengembangan budaya organisasi yang lebih fleksibel dan inovatif. 

Penelitian oleh Burns dan Stalker (1961) menunjukkan bahwa organisasi dengan struktur adaptif 

cenderung memiliki budaya organisasi yang lebih inovatif. Penelitian oleh Daft (2012) juga 
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mendukung bahwa organisasi yang memiliki struktur adaptif lebih mampu menciptakan 

lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Penelitian terbaru oleh Tsai dan Liao (2017) 

menemukan bahwa struktur organisasi yang fleksibel berkontribusi positif terhadap budaya 

organisasi yang mendukung kolaborasi dan inovasi.   

H1: Adaptabilitas struktur organisasi berpengaruh positif terhadap budaya organisasi. 

2. Pengaruh antara Kapasitas SDM dan Budaya Organisasi 

Kapasitas sumber daya manusia mencakup kompetensi, keterampilan, dan kemampuan pegawai 

dalam organisasi. Teori Sumber Daya Berbasis (Resource-Based View) oleh Barney (1991) 

menyatakan bahwa SDM yang kompeten merupakan keunggulan kompetitif penting bagi 

organisasi. SDM yang terampil dan berkompeten mampu mengadopsi dan mempromosikan nilai-

nilai budaya organisasi, serta berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang produktif dan 

inovatif. Penelitian oleh Schein (1985) menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM yang 

berkelanjutan dapat membentuk dan memperkuat budaya organisasi yang positif. Selain itu, 

penelitian oleh Ulrich (1997) mengindikasikan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM yang 

efektif berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan efisiensi. 

Penelitian terbaru oleh Wang, Jaw, dan Tsai (2012) menunjukkan bahwa investasi dalam 

pengembangan SDM berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang mendukung 

pembelajaran berkelanjutan dan inovasi . 

H2: Kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap budaya organisasi. 

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dengan Budaya Organisasi 

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mendorong 

keterbukaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Menurut teori Agensi, transparansi dan 

akuntabilitas mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kepercayaan. Transparansi dan 

akuntabilitas yang tinggi menciptakan lingkungan yang jujur dan terbuka, yang mempromosikan 

nilai-nilai integritas dan kepercayaan dalam budaya organisasi. Penelitian oleh Bouckaert dan 

Halligan (2008) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat 

meningkatkan kepercayaan dan membentuk budaya organisasi yang lebih etis. Penelitian oleh 

Hood (1991) juga mendukung bahwa transparansi dan akuntabilitas yang tinggi berkontribusi 

pada pembentukan budaya organisasi yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Penelitian 

terbaru oleh de Graaf dan van der Wal (2010) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas 

yang baik berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan integritas dalam budaya organisasi. 



23 
 

H3: Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap budaya organisasi. 

4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Birokrasi 

Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diterapkan dalam organisasi. 

Teori Birokrasi oleh Max Weber menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat 

meningkatkan efisiensi dan kinerja. Budaya organisasi yang mendukung efisiensi, inovasi, dan 

kolaborasi meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong kerja tim dan peningkatan 

berkelanjutan. Penelitian oleh Denison (1990) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang positif 

berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, penelitian oleh Kotter dan Heskett 

(1992) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dan adaptif dapat meningkatkan kinerja 

jangka panjang organisasi. Penelitian terbaru oleh Hartnell, Ou, dan Kinicki (2011) 

mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang positif berkontribusi signifikan terhadap kinerja, 

keterlibatan karyawan, dan kepuasan kerja . 

H4: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja birokrasi. 

5. Pengaruh Adaptabilitas Struktur Organisasi dan Kinerja Birokrasi 

Struktur organisasi yang adaptif memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan 

lingkungan dengan cepat. Teori Kontingensi menyatakan bahwa struktur yang sesuai dengan 

situasi eksternal dan internal dapat meningkatkan kinerja organisasi. Struktur organisasi yang 

adaptif memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan responsif, yang pada gilirannya 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Penelitian oleh Burns dan Stalker (1961) 

menunjukkan bahwa organisasi dengan struktur yang fleksibel dan adaptif memiliki kinerja yang 

lebih baik. Penelitian oleh Mintzberg (1979) juga mendukung bahwa struktur organisasi yang 

adaptif dan fleksibel berkontribusi pada peningkatan kinerja dan kemampuan organisasi untuk 

beradaptasi dengan perubahan. Penelitian terbaru oleh Jansen, Van den Bosch, dan Volberda 

(2006) menemukan bahwa struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif berkontribusi pada 

inovasi dan kinerja organisasi yang lebih baik. 

H5: Adaptabilitas struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja birokrasi. 

6. Pengaruh Kapasitas SDM dan Kinerja Birokrasi 

Kapasitas SDM mencerminkan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas. 

Teori Sumber Daya Berbasis menyatakan bahwa SDM yang berkualitas merupakan aset penting 

yang meningkatkan kinerja organisasi. SDM yang kompeten dan terampil mampu melaksanakan 
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tugas dengan lebih efisien dan efektif, yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi. 

Penelitian oleh Wright dan Snell (1991) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui 

pelatihan dan pengembangan berkontribusi pada kinerja yang lebih baik. Penelitian oleh Becker 

dan Huselid (1998) juga menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM berkorelasi 

positif dengan peningkatan kinerja organisasi. Penelitian terbaru oleh Jabbour dan Santos (2008) 

menemukan bahwa pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan berkontribusi pada 

peningkatan kinerja organisasi dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan . 

H6: Kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kinerja birokrasi. 

7. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dengan Kinerja Birokrasi 

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip tata kelola yang baik yang mendorong keterbukaan 

dan tanggung jawab. Menurut teori Agensi, penerapan transparansi dan akuntabilitas mengurangi 

asimetri informasi dan meningkatkan efisiensi. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi 

meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab, yang mendorong peningkatan efisiensi dan 

efektivitas dalam kinerja birokrasi. Penelitian oleh Hood (1991) menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kinerja pelayanan publik. Penelitian 

oleh Bovens, Schillemans, dan Goodin (2014) juga menunjukkan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap 

birokrasi. Penelitian terbaru oleh Grimmelikhuijsen et al. (2013) menemukan bahwa transparansi 

dalam pemerintahan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik dan 

kinerja organisasi . 

H7: Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja birokrasi. 

Hipotesis Penelitian Untuk Kelompok Masyarakat 

1. Pelayanan Publik dan Transparansi dan Akuntabilitas 

Teori pelayanan publik menyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah 

memiliki dampak langsung terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dirasakan oleh 

masyarakat. Ketika layanan publik yang diberikan lebih responsif, cepat, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, yang 

pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Denhardt & Denhardt, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bovens et al. (2008) menunjukkan bahwa efisiensi layanan 

publik sangat berkorelasi dengan peningkatan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pelayanan 
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publik yang efisien menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika 

masyarakat merasakan bahwa layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan mereka secara 

efektif, maka mereka lebih cenderung percaya bahwa pemerintah juga transparan dan 

akuntabel (Osborne, 2010). 

Hipotesis H1: Pelayanan publik yang lebih baik akan meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah daerah. 

2. Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat dan Transparansi dan Akuntabilitas 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan 

elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan. Teori partisipasi 

demokratis menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dapat 

meningkatkan akuntabilitas pejabat publik karena adanya pengawasan langsung dari 

masyarakat (Arnstein, 1969). Studi oleh Fung & Wright (2003) mendukung pandangan ini, di 

mana keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang dan forum publik lainnya terbukti 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan, seperti Musrenbang, memberikan ruang bagi 

warga untuk memberikan umpan balik dan memantau pelaksanaan program pemerintah. Studi 

oleh Putnam (1993) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi berkorelasi positif 

dengan tingkat kepercayaan dan akuntabilitas di pemerintahan lokal. Berdasarkan pendekatan 

teori agensi, transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang 

memastikan bahwa agen (pejabat publik) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal 

(masyarakat) (Jensen & Meckling, 1976). Ketika masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan 

dan memperoleh pelayanan yang berkualitas, maka akuntabilitas pemerintah dapat 

ditingkatkan. 

Hipotesis H2: Semakin tinggi tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat, maka semakin 

tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 

E.2. Kerangka Pemikiran Penelitian  Model ASN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara adaptabilitas struktur organisasi, 

kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta transparansi dan akuntabilitas terhadap budaya 

organisasi dan kinerja birokrasi di Kabupaten Purworejo. Budaya organisasi diidentifikasi 
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sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen 

dan kinerja birokrasi sebagai variabel dependen. 

Dalam penelitian ini, adaptabilitas struktur organisasi merujuk pada kemampuan organisasi 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan internal. Struktur 

organisasi yang adaptif memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif 

terhadap perubahan, menciptakan lingkungan yang dinamis dan inovatif. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi dengan struktur adaptif cenderung memiliki 

budaya yang lebih inovatif dan kolaboratif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja 

birokrasi. 

Kapasitas SDM mencakup kompetensi, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam 

organisasi. SDM yang terampil dan berkompeten mampu mengadopsi dan mempromosikan 

nilai-nilai budaya organisasi serta berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang 

produktif dan inovatif. Pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan tidak hanya 

memperkuat budaya organisasi yang positif tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kinerja birokrasi. Pegawai yang terus-menerus mengembangkan keterampilan dan 

kompetensinya akan lebih mampu menghadapi tantangan kerja, yang pada akhirnya 

meningkatkan kinerja keseluruhan birokrasi. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mendorong 

keterbukaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Transparansi memungkinkan pegawai dan 

publik untuk melihat proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas memastikan 

bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketika organisasi mengadopsi 

prinsip-prinsip ini, mereka menciptakan lingkungan yang jujur dan terbuka, yang 

mempromosikan nilai-nilai integritas dan kepercayaan dalam budaya organisasi. Peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas dapat membentuk budaya organisasi yang lebih etis dan 

responsif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi juga meningkatkan 

kepercayaan dan tanggung jawab, yang pada akhirnya mendorong peningkatan efisiensi dan 

efektivitas dalam kinerja birokrasi. 

Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diterapkan dalam organisasi. 

Budaya yang kuat dan positif mendukung efisiensi, inovasi, dan kolaborasi, yang pada akhirnya 

meningkatkan kinerja birokrasi. Budaya organisasi yang baik mendorong kerja tim dan 

peningkatan berkelanjutan, sehingga organisasi dapat berfungsi dengan lebih efisien dan 
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efektif. Budaya yang kuat juga dapat memperkuat motivasi pegawai, meningkatkan 

keterlibatan mereka dalam pekerjaan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena 

itu, budaya organisasi memainkan peran kunci dalam menentukan kinerja birokrasi. 

 

 
Gambar 1. Kerangka Konseptual Model ASN 

 

Gambar 1 menyajikan Kerangka Konseptual penelitian ini yang menggambarkan hubungan 

antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel-variabel independen, yaitu adaptabilitas struktur 

organisasi, kapasitas SDM, serta transparansi dan akuntabilitas, dihipotesiskan memiliki 

pengaruh positif terhadap budaya organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi yang kuat 

dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kinerja birokrasi. Selain itu, variabel-variabel 

independen juga dihipotesiskan memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap kinerja 

birokrasi. 

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana peningkatan dalam 

adaptabilitas struktur organisasi, kapasitas SDM, serta transparansi dan akuntabilitas dapat 

memperkuat budaya organisasi dan pada akhirnya meningkatkan kinerja birokrasi di 

Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan yang praktis dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi 

dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo. 
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E.3. Kerangka Pemikiran Penelitian Model Masyarakat 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai 

kinerja pemerintah. Ketika masyarakat merasakan bahwa layanan yang diberikan oleh 

pemerintah, seperti layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan, dapat 

diakses dengan cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan, maka kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah akan meningkat. Berdasarkan teori New Public Service yang dikemukakan oleh 

Denhardt dan Denhardt (2015), pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

tidak hanya memenuhi harapan warga tetapi juga memperkuat transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. Layanan publik yang efisien menunjukkan bahwa pemerintah 

berkomitmen untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik 

kualitas pelayanan publik yang diberikan, semakin tinggi pula persepsi masyarakat terhadap 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

Selain itu, Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat juga memainkan peran penting dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam teori partisipasi demokratis yang 

dikembangkan oleh Arnstein (1969), keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan publik, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), merupakan 

elemen kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. 

Partisipasi aktif memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, memantau 

implementasi program, dan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ketika 

masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, 

mereka lebih percaya bahwa pemerintah bertindak secara jujur dan transparan. Dengan 

demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi mekanisme pengawasan sosial yang efektif 

dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. 

Gambar 2. Kerangka Konseptual Model Masyarakat 
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Gambar 2 menyatakan bahwa Pelayanan Publik dan Partisipasi serta Pengawasan Masyarakat 

merupakan dua faktor yang berkontribusi signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

pemerintah daerah. Pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

mencerminkan komitmen pemerintah untuk bertindak secara transparan. Di sisi lain, partisipasi 

masyarakat yang aktif memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak lebih akuntabel 

dan transparan, karena adanya pengawasan langsung dari warga. 

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, diharapkan bahwa peningkatan pelayanan publik dan 

pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam proses Musrenbang dan pengawasan kebijakan 

dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah perlu memberikan 

ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi mereka, 

serta meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien dan responsif. Dengan demikian, 

diharapkan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Kerangka pemikiran ini akan menjadi dasar bagi pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yang 

bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan 

berkontribusi terhadap persepsi masyarakat mengenai tata kelola birokrasi di Kabupaten 

Purworejo. Dengan memahami hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam 

upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pendekatan Mixed-Methods 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods, yang menggabungkan metode 

kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 

efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Pendekatan 

kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan data terukur melalui survei, sementara pendekatan 

kualitatif bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi dan pengalaman responden melalui 

wawancara mendalam. 

Metode ini dirancang untuk memastikan keakuratan, kedalaman, dan relevansi informasi yang 

diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi 
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kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola birokrasi di Kabupaten 

Purworejo. 

A. Definisi dan Operasional Variabel 

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel utama, yaitu adaptabilitas struktur organisasi, 

kapasitas sumber daya manusia (SDM), transparansi dan akuntabilitas, budaya organisasi, dan 

kinerja birokrasi. Berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan indikator dalam kuesioner, serta referensi 

yang relevan. 

1. Adaptabilitas Struktur Organisasi 

Definisi: Adaptabilitas struktur organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan internal. Adaptabilitas ini 

mencakup fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, kemampuan untuk merespons 

perubahan eksternal dengan cepat, dan kesediaan untuk mengubah prosedur dan proses kerja 

sesuai kebutuhan (Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 1967). 

Indikator dalam Kuesioner: 

● Kemampuan organisasi untuk merespons perubahan eksternal. 

● Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. 

● Struktur hierarki yang memungkinkan aliran informasi yang cepat. 

● Kesediaan organisasi untuk mengubah prosedur dan proses kerja sesuai kebutuhan. 

Instrumen Pengukuran: Skala Likert dengan lima tingkat persetujuan (1= Sangat Tidak 

Setuju, 5= Sangat Setuju) untuk mengukur responden terhadap pernyataan seperti: 

1. Kebijakan di unit kerja saya seringkali tidak memperhitungkan kebutuhan masyarakat 

setempat. 

2. Tugas dan tanggung jawab di tim saya sering tumpang tindih atau tidak jelas. 

3. Struktur organisasi di unit kerja saya justru menghambat pelaksanaan tugas, bukan 

mendukungnya. 
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4. Reformasi birokrasi di unit kerja saya jarang dievaluasi, dan kalaupun ada, hasilnya 

tidak ditindaklanjuti. 

5. Struktur organisasi di unit kerja saya lebih banyak mengikuti peraturan pusat dan 

kurang disesuaikan dengan kondisi lokal. 

6. Sering terjadi ketidakselarasan antara kebijakan dari pusat dan kebutuhan di unit kerja 

saya. 

7. Aliran informasi di unit kerja saya lambat dan tidak jelas, sering terjadi miskomunikasi 

antarbagian. 

2. Kapasitas SDM 

Definisi: Kapasitas sumber daya manusia mencakup kompetensi, keterampilan, dan 

kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di organisasi. 

Kapasitas SDM yang baik meliputi kualifikasi dan kompetensi pegawai, pelatihan dan 

pengembangan yang berkelanjutan, motivasi, serta kemampuan untuk bekerja secara efektif 

dan efisien (Barney, 1991; Ulrich, 1997). 

Indikator dalam Kuesioner: 

● Kualifikasi dan kompetensi pegawai. 

● Pelatihan dan pengembangan SDM. 

● Motivasi dan komitmen pegawai. 

● Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas dengan efektif. 

Instrumen Pengukuran: Skala Likert dengan lima tingkat persetujuan (1= Sangat Tidak 

Setuju, 5= Sangat Setuju) untuk mengukur responden terhadap pernyataan seperti: 

1. Pegawai yang dimutasi di unit kerja saya seringkali tidak memiliki latar belakang atau 

pelatihan yang sesuai dengan posisi baru. 

2. Peningkatan tunjangan kinerja yang saya terima tidak sesuai dengan peningkatan 

target kerja yang dibebankan. 
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3. Setelah pelatihan, kemampuan SDM tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

4. Motivasi kerja di unit saya tidak berubah meskipun ada kenaikan tunjangan. 

5. Mutasi yang dilakukan di unit saya seringkali menurunkan kinerja pegawai karena 

tidak sesuai kompetensi. 

6. Jalur karir di organisasi ini tidak jelas dan membuat pegawai bingung tentang arah 

pengembangan karir. 

7. Pimpinan OPD di unit kerja saya jarang memanfaatkan hasil pelatihan pegawai untuk 

tugas-tugas yang relevan. 

8. Pelatihan yang diberikan kepada pegawai jarang relevan dengan pekerjaan atau 

kebutuhan di unit saya. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas 

Definisi: Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip tata kelola yang mendorong 

keterbukaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Transparansi melibatkan keterbukaan 

dalam pengambilan keputusan dan kemudahan akses informasi, sedangkan akuntabilitas 

memastikan bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka (Hood, 1991; Bovens, 

2010). 

Indikator dalam Kuesioner: 

● Keterbukaan dalam pengambilan keputusan. 

● Kemudahan akses informasi bagi pegawai dan publik. 

● Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. 

● Tanggung jawab pegawai atas tindakan mereka. 

Instrumen Pengukuran: Skala Likert dengan lima tingkat persetujuan (1= Sangat Tidak 

Setuju, 5= Sangat Setuju) untuk mengukur responden terhadap pernyataan seperti: 

1. Masyarakat kesulitan mengakses informasi tentang program dan kegiatan unit kerja 

saya melalui website resmi. 



33 
 

2. Laporan kinerja di unit kerja saya jarang dipublikasikan, dan isinya sulit dipahami oleh 

masyarakat umum. 

3. Sistem akuntabilitas internal di unit kerja saya kurang mencerminkan situasi nyata di 

lapangan. 

4. Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di unit kerja saya seringkali tidak 

transparan dan penuh dengan intervensi. 

5. Pengelolaan anggaran di unit kerja saya tidak transparan dan masyarakat kesulitan 

mengakses informasi terkait. 

 
 

4. Budaya Organisasi 

Definisi: Budaya organisasi adalah suatu sistem makna yang dianut oleh anggota-anggota 

dalam sebuah organisasi atau lembaga, di mana sistem makna ini akan membedakan antara 

satu organisasi dengan organisasi lainnya (Robbins, 2011). Budaya organisasi mencakup nilai-

nilai, norma, dan praktik yang diterapkan dalam organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan 

positif dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi dalam organisasi (Schein, 1985; 

Denison, 1990). Budaya organisasi merupakan perekat sosial yang mengikat anggota-anggota 

organisasi secara bersama-sama melalui nilai-nilai bersama, norma-norma standar yang jelas 

tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan dikatakan oleh anggotanya (Robbins, 

2011).  

Indikator dalam Kuesioner: 

● Komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. 

● Kolaborasi dan kerja tim. 

● Inovasi dan kreativitas. 

● Kepuasan kerja dan keterlibatan pegawai. 

Instrumen Pengukuran: Skala Likert dengan lima tingkat persetujuan (1= Sangat Tidak 

Setuju, 5= Sangat Setuju) untuk mengukur responden terhadap pernyataan seperti: 
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1. Budaya kerja di unit kerja saya tidak mendukung inovasi dan kolaborasi, pegawai 

cenderung bekerja sendiri-sendiri. 

2. Unit kerja saya tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan sering kali ada 

resistensi dari pegawai. 

3. Budaya organisasi di unit saya lebih menekankan prosedur daripada kinerja yang 

sesungguhnya. 

4. Kolaborasi antar-unit kerja di unit saya jarang terjadi dan biasanya tidak menghasilkan 

solusi baru. 

5. Budaya organisasi di unit saya cenderung menolak perubahan yang diusulkan dalam 

reformasi birokrasi. 

6. Resistensi terhadap perubahan sangat tinggi, sehingga sulit menerapkan kebijakan 

baru. 

7. Kolaborasi antar-unit di unit kerja saya sering menemui hambatan dan jarang 

membuahkan hasil. 

8. Inovasi dan kolaborasi jarang difasilitasi oleh pimpinan di unit kerja saya, kebanyakan 

hanya inisiatif pegawai sendiri 

5. Kinerja Birokrasi 

Definisi: Kinerja birokrasi mengacu pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab birokrasi. Kinerja yang baik mencakup efisiensi operasional, efektivitas 

dalam pencapaian tujuan, kualitas layanan publik, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan 

birokrasi (Boyne, 2003; Hood, 1991). 

Indikator dalam Kuesioner: 

● Efisiensi operasional. 

● Efektivitas dalam pencapaian tujuan. 

● Kualitas layanan publik. 

● Kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi. 
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Instrumen Pengukuran: Skala Likert dengan lima tingkat persetujuan (1= Sangat Tidak 

Setuju, 5= Sangat Setuju) untuk mengukur responden terhadap pernyataan seperti: 

1. Saya tidak puas dengan kualitas layanan publik yang disediakan oleh unit kerja saya. 

2. Layanan publik yang diberikan unit kerja saya lambat, tidak responsif, dan tidak 

efisien. 

3. Sistem pengaduan di unit kerja saya tidak berfungsi dengan baik, laporan sering tidak 

ditindaklanjuti. 

4. Mekanisme whistleblower di unit kerja saya tidak mendukung transparansi dan 

akuntabilitas, isu sering diabaikan. 

5. Unit kerja saya tidak memberikan layanan publik yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

Instrumen berikut bertujuan untuk mengevaluasi persepsi ASN terkait efektivitas 

implementasi kebijakan di unit kerja mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini menggali apakah 

kebijakan yang diterapkan berdampak signifikan pada peningkatan kinerja, efisiensi, dan 

relevansi dengan kondisi lokal. Selain itu, instrumen ini menilai keselarasan kebijakan 

dengan kebutuhan unit serta proses evaluasi yang dilakukan, apakah benar-benar 

berdampak atau hanya formalitas. Temuan dari instrumen ini akan memberikan wawasan 

tentang tantangan dan efektivitas kebijakan dalam birokrasi daerah. 

 

1. Implementasi kebijakan di unit kerja saya tidak berdampak signifikan terhadap 

peningkatan kinerja. 

2. Kebijakan yang diterapkan di unit kerja saya tidak membawa perubahan yang berarti 

dalam proses kerja. 

3. Setelah kebijakan diterapkan, efisiensi kerja di unit saya tidak banyak berubah. 

4. Kebijakan yang diterapkan sering tidak selaras dengan kebutuhan unit kerja saya dan 

kondisi lokal. 
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5. Evaluasi kebijakan di unit kerja saya jarang dilakukan atau hanya formalitas, tidak ada 

perubahan nyata setelah evaluasi. 

 

Tabel 1: Definisi Operasional Variabel untuk ASN 

 

No Nama Variabel Definisi Dimensi 
Nomor Instrumen 

Kuesioner ASN 

1 

Adaptabilitas 

Struktur 

Organisasi 

Kemampuan 

organisasi untuk 

menyesuaikan diri 

dengan perubahan 

eksternal dan 

kebutuhan internal. 

- Respons terhadap 

perubahan eksternal 
2, 3, 5, 6, 7 

- Fleksibilitas 

pengambilan 

keputusan 

1, 4 

- Aliran informasi 

dan komunikasi 
7 

2 
Manajemen 

SDM 

Kemampuan 

organisasi dalam 

mengelola sumber 

daya manusia agar 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

kebutuhan. 

- Pelatihan dan 

pengembangan 
8, 7, 6, 2 

- Jalur karir dan 

motivasi kerja 
4, 5, 6 

3 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Keterbukaan dalam 

pengelolaan 

informasi dan 

pertanggungjawaban 

kebijakan. 

- Keterbukaan 

informasi 
1, 2, 4, 5 

- Akuntabilitas 

internal 
3, 4 

4 
Budaya 

Organisasi 

Nilai-nilai dan 

norma yang 

membentuk perilaku 

kerja dalam 

organisasi. 

- Kolaborasi dan 

kerja tim 
4, 6, 7, 8 

- Resistensi terhadap 

perubahan 
5, 6 
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No Nama Variabel Definisi Dimensi 
Nomor Instrumen 

Kuesioner ASN 

5 

Kinerja 

Pelayanan 

Publik 

Efisiensi dan 

efektivitas dalam 

melayani 

masyarakat. 

- Kualitas dan 

kecepatan layanan 
1, 2, 3, 4, 5 

6 

Efektivitas 

Implementasi 

Kebijakan 

Keberhasilan 

pelaksanaan 

kebijakan untuk 

meningkatkan 

kinerja birokrasi. 

- Dampak kebijakan 

terhadap kinerja 
1, 2, 3, 4 

 

 

Tabel 2: Definisi Operasional Variabel untuk Masyarakat 

No Nama Variabel Definisi Dimensi 

Nomor Instrumen 

Kuesioner 

Masyarakat 

1 

Pengalaman 

Pelayanan 

Publik 

Persepsi masyarakat 

terhadap kualitas 

dan aksesibilitas 

layanan yang 

diberikan oleh 

pemerintah. 

- Kemudahan akses 

layanan 
1, 4, 5 

- Profesionalisme 

dan kualitas layanan 
2, 3, 6, 7 

2 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Persepsi masyarakat 

mengenai 

keterbukaan 

informasi dan 

pertanggungjawaban 

pemerintah. 

- Akses terhadap 

informasi kebijakan 
1, 2, 4 

- Akuntabilitas 

dalam pengelolaan 

anggaran 

3, 5, 6 

3 
Keterlibatan 

masyarakat dalam 

- Keterlibatan dalam 

musrenbang 
1, 2 
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Partisipasi dan 

Pengawasan 

Masyarakat 

pengawasan dan 

penyusunan 

kebijakan publik. 

- Akses untuk 

menyampaikan 

keluhan 

3, 4, 5 

4 
Kepuasan 

Layanan Publik 

Tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan yang 

diberikan oleh 

pemerintah daerah. 

- Kepuasan terhadap 

layanan kesehatan 

dan pendidikan 

6, 7 

 

Definisi dan operasional variabel ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas 

tentang setiap aspek yang diteliti dalam penelitian ini. Instrumen pengukuran yang digunakan 

diharapkan dapat memberikan data yang valid dan reliabel untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

berharga dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan tata kelola birokrasi dan pelayanan 

publik di Kabupaten Purworejo. 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Kuantitatif: 

Survei: Akan dilakukan survei kepada aparatur sipil negara di Kabupaten Purworejo serta 

masyarakat umum untuk menilai efektivitas pelayanan publik yang ada. Survei ini akan 

mencakup pertanyaan tentang kepuasan, percepatan layanan, dan persepsi terhadap integritas 

birokrasi. 

Berdasarkan data tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki total 8.360 pegawai, 

yang terdiri dari 6.102 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.258 Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K). Dalam rangka mengevaluasi efektivitas tata kelola birokrasi dan 

kinerja pelayanan publik, penelitian ini menggunakan pendekatan survei yang melibatkan 

pegawai dari berbagai tingkatan jabatan. 

Setelah mempertimbangkan aspek metodologis dan keterbatasan di lapangan, ukuran sampel 

minimal 150 responden dianggap memadai untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Berikut 

adalah alasan mengapa sampel sebesar ini sudah cukup representatif dan dapat memberikan 

hasil yang valid: 



39 
 

1. Validitas Statistik untuk Analisis PLS-SEM 

Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan sebagai metode 

analisis utama dalam penelitian ini. PLS-SEM adalah metode yang lebih fleksibel dalam 

menangani ukuran sampel yang lebih kecil, tetapi tetap dapat memberikan hasil yang akurat 

dan valid. Berdasarkan panduan Hair et al. (2014), ukuran sampel minimal yang disarankan 

untuk PLS-SEM adalah 10 kali jumlah indikator terbesar yang digunakan dalam model. 

Dalam penelitian ini, dengan sekitar 10-15 indikator utama, ukuran sampel minimal 150 

responden sudah cukup untuk analisis statistik yang signifikan. 

2. Representasi yang Memadai dari Berbagai Tingkatan Jabatan 

Sampel yang dipilih akan mencakup pegawai dari berbagai tingkatan jabatan, seperti jabatan 

tinggi, menengah, dan rendah, untuk memastikan keterwakilan yang proporsional. 

Berdasarkan analisis kebutuhan dan keterwakilan dari berbagai tingkatan jabatan di 

Pemerintah Kabupaten Purworejo, ukuran sampel minimal 150 responden telah diatur 

dengan pendekatan stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan yang 

proporsional. Berikut adalah pembagian sampel berdasarkan klasterisasi jabatan: 

Tingkatan Jabatan Jumlah Responden 

Jabatan Tinggi 15 responden 

Jabatan Menengah 30 responden 

Jabatan Rendah 105 responden 

Total 150 responden 

 

Penjelasan Pembagian Klasterisasi 

1. Jabatan Tinggi (15 Responden): 

o Meliputi Eselon II dan III, seperti Kepala Dinas/Badan, Kepala Bidang, atau Kepala 

Bagian. 

o Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan strategis terkait kebijakan dan tata 

kelola organisasi. 
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2. Jabatan Menengah (30 Responden): 

o Meliputi Eselon IV, seperti Kepala Seksi, Kepala Subbagian, atau pejabat setingkat 

lainnya. 

o Fokus pada implementasi kebijakan dan operasional di lapangan. 

3. Jabatan Rendah (105 Responden): 

o Meliputi staf pelaksana dan pegawai administratif yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari. 

o Tujuannya adalah untuk mengukur pengalaman dan persepsi terkait pelayanan publik 

serta manajemen internal. 

Alasan Klasterisasi 

a) Representasi Proposional: Dengan pembagian seperti di atas, penelitian dapat menangkap 

beragam perspektif dari pegawai yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. 

b) Efisiensi Pengumpulan Data: Pembagian ini memastikan bahwa seluruh tingkatan jabatan 

terwakili dengan baik, tanpa membebani proses pengumpulan data yang memerlukan 

sumber daya yang lebih besar. 

c) Fokus pada Jabatan yang Lebih Banyak: Mengingat bahwa sebagian besar pegawai berada 

di level jabatan rendah, proporsi terbesar dialokasikan untuk kelompok ini agar temuan 

lebih mencerminkan pengalaman operasional di lapangan. 

Dengan klasterisasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

komprehensif terkait efektivitas birokrasi dan tata kelola di Kabupaten Purworejo. Dengan 

pendekatan ini, penelitian dapat menangkap persepsi yang bervariasi dari pegawai di 

berbagai posisi tanpa perlu melibatkan jumlah responden yang terlalu besar. 

3. Efisiensi dalam Pengumpulan Data dan Keterbatasan Akses 

Dalam praktiknya, tantangan di lapangan seperti keterbatasan waktu, biaya, dan aksesibilitas 

responden terutama di wilayah yang sulit dijangkau menjadi pertimbangan penting. Dengan 

menggunakan ukuran sampel minimal 150 responden, penelitian dapat lebih fokus pada 

kualitas data yang dikumpulkan tanpa mengorbankan validitas hasil. 



41 
 

4. Kualitas Data Lebih Diutamakan daripada Kuantitas 

Penelitian ini juga akan melibatkan triangulasi data dengan wawancara kualitatif, yang dapat 

memperkuat temuan kuantitatif dari survei. Dengan fokus pada kualitas data yang diperoleh, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan 

bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang berdampak pada tata kelola birokrasi di 

Kabupaten Purworejo. 

5. Konsistensi dengan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian serupa mengenai evaluasi birokrasi di tingkat daerah telah 

menggunakan sampel berkisar antara 100-200 responden dan tetap berhasil memperoleh 

hasil yang valid dan dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, sampel minimal 150 responden 

sudah mencukupi untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan rekomendasi 

kebijakan yang berbasis data. 

Dengan mempertimbangkan metode analisis, kendala di lapangan, serta fokus pada kualitas 

data, penentuan ukuran sampel menjadi minimal 150 responden dinilai tepat dan efisien untuk 

penelitian ini. Langkah ini tetap memungkinkan hasil yang valid dan relevan guna memberikan 

rekomendasi kebijakan yang berdampak bagi tata kelola birokrasi di Kabupaten Purworejo. 

2. Data Kualitatif: 

Wawancara Mendalam 

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dengan melibatkan 

stakeholder kunci dari berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat. Wawancara mendalam 

dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan 

peluang yang dihadapi dalam tata kelola birokrasi, terutama terkait pengambilan keputusan dan 

implementasi kebijakan di Kabupaten Purworejo. 
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Tujuan Wawancara 

Wawancara ini bertujuan untuk: 

1. Menggali informasi mendalam mengenai persepsi pemimpin birokrasi dan pegawai 

pemerintah terhadap efektivitas struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia 

(SDM), serta transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola. 

2. Memahami tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses 

implementasi kebijakan dan reformasi birokrasi. 

3. Mengidentifikasi peluang perbaikan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan publik. 

Profil Narasumber Wawancara 

Untuk memperoleh data yang beragam dan komprehensif, narasumber yang akan 

diwawancarai mencakup berbagai pihak, antara lain: 

• Bupati Kabupaten Purworejo: Untuk mendapatkan perspektif strategis terkait visi, 

misi, dan prioritas kebijakan daerah. 

• Sekretaris Daerah (Sekda): Untuk memahami tantangan implementasi kebijakan di 

tingkat strategis dan koordinasi antar-dinas. 

• Kepala Dinas dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu: 

o Dinas Pertanian: Fokus pada kebijakan ketahanan pangan dan dukungan terhadap 

petani. 

o Dinas Kesehatan: Meninjau kebijakan terkait pelayanan kesehatan, terutama di 

masa pasca-pandemi. 

o Dinas Pendidikan: Menganalisis kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas 

SDM. 

o Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM): 

Memahami manajemen SDM, rekrutmen, dan pelatihan pegawai. 

• Camat dan Kepala Desa/Lurah: Untuk mendapatkan pandangan terkait implementasi 

kebijakan di tingkat kecamatan dan desa. 

• Perwakilan Tokoh Masyarakat: Mewakili suara masyarakat dan komunitas dalam 

mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dalam kebijakan publik. 
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Prosedur Pelaksanaan Wawancara 

1. Pemilihan Narasumber: 

o Narasumber dipilih berdasarkan posisi strategis mereka serta pengalaman mereka dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. 

o Pemilihan dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan wawancara 

mencakup berbagai perspektif dari tingkat strategis hingga operasional. 

2. Teknik Wawancara: 

o Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan eksplorasi 

lebih mendalam berdasarkan respons narasumber. 

o Setiap wawancara akan berlangsung selama 45 menit hingga 1,5 jam tergantung pada 

ketersediaan narasumber dan kompleksitas isu yang dibahas. 

o Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui platform daring untuk 

mengakomodasi jadwal dan preferensi narasumber. 

3. Analisis Data Wawancara: 

o Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk 

mengidentifikasi pola dan tema utama terkait tantangan, peluang, serta rekomendasi 

perbaikan kebijakan. 

o Triangulasi data akan dilakukan dengan hasil survei kuantitatif untuk memastikan 

konsistensi dan validitas temuan. 

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh wawasan yang kaya dan 

data yang mendalam terkait efektivitas birokrasi dan tata kelola di Kabupaten Purworejo, 

yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif 

dan berdampak. 

C. Metode Analisis Data 

1. Analisis Statistik: 

Model Analisis Kuantitatif untuk Responden ASN 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dianalisis menggunakan perangkat lunak 

statistik SMART-PLS. Teknik Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 

dipilih karena kemampuannya dalam menangani model yang kompleks dengan ukuran sampel 
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yang lebih kecil. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan antara 

variabel laten secara lebih mendalam. 

Struktur Model yang Digunakan 

Penelitian ini membangun dua model analisis yang terpisah namun saling berhubungan untuk 

memahami pengaruh variabel-variabel independen terhadap kinerja birokrasi dengan 

memperhatikan mediasi dari variabel Budaya Organisasi. 

Model 1: Pengaruh Variabel Adaptabilitas, SDM, dan Transparansi terhadap Budaya 

Organisasi 

• Tujuan: Menilai bagaimana Adaptabilitas Struktur Organisasi (ADAPTABILITY), 

Kapasitas SDM (SDM), dan Transparansi dan Akuntabilitas (TRANSPACC) 

mempengaruhi Budaya Organisasi (BUDAYAORG). 

• Formulasi Model 1: 

BUDAYAORG=α0+α1(ADAPTABILITY)+α2(SDM)+α3(TRANSPACC)+e\text{BUDA

YAORG} = \alpha_0 + \alpha_1 (\text{ADAPTABILITY}) + \alpha_2 (\text{SDM}) + 

\alpha_3 (\text{TRANSPACC}) + eBUDAYAORG=α0+α1(ADAPTABILITY)+α2

(SDM)+α3(TRANSPACC)+e 

o BUDAYAORG: Budaya Organisasi (variabel mediasi) 

o ADAPTABILITY: Adaptabilitas Struktur Organisasi 

o SDM: Kapasitas Sumber Daya Manusia 

o TRANSPACC: Transparansi dan Akuntabilitas 

o α0, α1, α2, α3: Koefisien regresi 

o e: Error term 

Penjelasan Model 1: 

• Model ini bertujuan untuk mengukur pengaruh langsung dari variabel independen 

(Adaptabilitas, SDM, dan Transparansi) terhadap Budaya Organisasi. 

• Hasil dari Model 1 akan menunjukkan apakah adaptabilitas organisasi, kapasitas SDM, dan 

transparansi berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang kuat, yang pada 

akhirnya dapat memengaruhi kinerja birokrasi. 
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Model 2: Pengaruh Variabel Adaptabilitas, SDM, Transparansi, dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Birokrasi 

• Tujuan: Menilai bagaimana Budaya Organisasi berperan sebagai variabel mediasi antara 

Adaptabilitas Struktur Organisasi, SDM, dan Transparansi terhadap Kinerja Birokrasi 

(KBIROKRASI). 

• Formulasi Model 2: 

KBIROKRASI=β0+β1(BUDAYAORG)+β2(ADAPTABILITY)+β3(SDM)+β4(TRANSPAC

C)+e 

o KBIROKRASI: Kinerja Birokrasi (variabel dependen) 

o BUDAYAORG: Budaya Organisasi (variabel mediasi) 

o ADAPTABILITY: Adaptabilitas Struktur Organisasi 

o SDM: Kapasitas Sumber Daya Manusia 

o TRANSPACC: Transparansi dan Akuntabilitas 

o β0, β1, β2, β3, β4: Koefisien regresi 

o e: Error term 

Penjelasan Model 2: 

• Model ini mengevaluasi bagaimana Budaya Organisasi berperan sebagai mediator dalam 

hubungan antara variabel independen (Adaptabilitas, SDM, dan Transparansi) terhadap 

Kinerja Birokrasi. 

• Budaya Organisasi dianggap sebagai katalisator yang memperkuat pengaruh adaptabilitas, 

kapasitas SDM, dan transparansi terhadap kinerja birokrasi. 

• Dengan menguji pengaruh mediasi, penelitian ini dapat menentukan apakah Budaya 

Organisasi memperkuat atau memperlemah dampak variabel lainnya terhadap efektivitas 

birokrasi. 

Alasan Penggunaan Dua Model dengan Mediasi 

1. Memahami Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung: 

o Model 1 dan Model 2 dikembangkan untuk memahami pengaruh langsung variabel 

independen terhadap Budaya Organisasi, serta pengaruh tidak langsung variabel-variabel 

tersebut terhadap Kinerja Birokrasi melalui mediasi Budaya Organisasi. 
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2. Mengidentifikasi Peran Kritis Budaya Organisasi: 

o Dengan menggunakan dua model ini, penelitian dapat mengeksplorasi apakah Budaya 

Organisasi berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas birokrasi. 

o Jika variabel Budaya Organisasi terbukti sebagai mediator yang kuat, maka intervensi 

dalam penguatan budaya organisasi dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk 

memperbaiki kinerja birokrasi di Kabupaten Purworejo. 

Penggunaan Software SMART-PLS 

• SMART-PLS digunakan untuk melakukan analisis struktural dan menguji model 

pengukuran. 

• Teknik bootstrapping akan digunakan untuk menguji signifikansi jalur antara variabel, serta 

R-square akan diukur untuk menentukan seberapa baik model memprediksi variabel 

dependen. 

• Validasi model dilakukan melalui uji reliabilitas (Cronbach's Alpha) dan validitas 

konvergen (Average Variance Extracted, AVE). 

Model Analisis Kuantitatif untuk Responden Masyarakat 

Penelitian ini juga melibatkan responden masyarakat untuk menilai persepsi mereka terhadap 

kinerja pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, khususnya terkait Transparansi dan 

Akuntabilitas pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan dari masyarakat dianalisis 

menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan 

perangkat lunak SMART-PLS. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam 

terkait hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta peran mediasi jika 

ada. 

Struktur Model yang Digunakan 

Untuk responden masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas ditetapkan sebagai variabel 

dependen. Model ini mengukur pengaruh variabel independen seperti Partisipasi dan 

Pengawasan Masyarakat, dan Pengalaman Layanan Publik terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. 
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Formulasi Model Analisis 

TRANSPARANSI_AKUNTABILITAS = α0 + α1(PENGALAMAN_LAYANAN) + α2

(PARTISIPASI_PENGAWASAN) + e 

• TRANSPARANSI_AKUNTABILITAS: Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Publik 

• PENGALAMAN_LAYANAN: Pengalaman Layanan Publik 

• PARTISIPASI_PENGAWASAN: Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat 

• α0, α1, α2: Koefisien regresi 

• e: Error term 

Penjelasan Model: 

• Model ini bertujuan untuk mengukur pengaruh langsung dari partisipasi masyarakat, dan 

pengalaman layanan, terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 

• Temuan dari model ini akan menunjukkan seberapa besar pengalaman masyarakat dalam 

mengakses layanan publik dan keterlibatan mereka dalam pengawasan kebijakan 

berkontribusi pada peningkatan transparansi. 

Rincian Variabel yang Digunakan 

1. Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat 

o Mengukur sejauh mana masyarakat terlibat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. 

o Indikator dari Kuesioner 

§ "Saya pernah terlibat dalam musrenbang 

§ "Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program 

pembangunan"  

2. Pengalaman Layanan Publik: 

o Mengukur pengalaman masyarakat terkait akses dan kualitas layanan publik yang 

mereka terima. 

o Indikator dari Kuesioner: 

§ "Saya merasa mudah untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh 

pemerintah daerah"  

§ "Proses administrasi dalam mendapatkan layanan publik berjalan lancar dan efisien"  
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3. Kepuasan terhadap Kualitas Layanan: 

o Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang 

diberikan. 

o Indikator dari Kuesioner: 

§ "Saya puas dengan kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah"  

§ "Layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo memadai dan berkualitas"  

4. Transparansi dan Akuntabilitas: 

o Mengukur persepsi masyarakat tentang keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

o Indikator dari Kuesioner: 

§ "Informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah mudah diakses oleh 

masyarakat"  

§ "Pemerintah daerah secara rutin memberikan laporan tentang penggunaan 

anggaran kepada masyarakat"  

Penggunaan Software SMART-PLS 

SMART-PLS digunakan untuk analisis struktural dan menguji model pengukuran. 

Bootstrapping digunakan untuk menguji signifikansi jalur antara variabel independen dan 

dependen, serta mengevaluasi R-square untuk menentukan seberapa baik model memprediksi 

variabel dependen. Validasi model dilakukan melalui uji reliabilitas (Cronbach's Alpha) dan 

validitas konvergen (Average Variance Extracted, AVE) untuk memastikan konsistensi dan 

keakuratan data. 

Dengan menggunakan model ini, penelitian akan memperoleh wawasan yang lebih mendalam 

terkait faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Purworejo. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk 

menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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2. Analisis Tematik: 

Untuk Data Kualitatif: Data dari wawancara di-transkrip dan dianalisis menggunakan 

pendekatan coding tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Software 

NVivo akan digunakan untuk membantu proses coding dan memastikan integritas data. 

 

Validasi Data 

Triangulasi: Untuk meningkatkan keandalan dan validitas hasil, data dari berbagai sumber akan 

dibandingkan dan dikonfirmasi satu sama lain. Pendekatan triangulasi ini mengintegrasikan 

hasil dari survei, dan wawancara, memungkinkan penelitian untuk memperkuat temuan dengan 

berbagai perspektif. 

 

D. Etika Penelitian 

Semua prosedur penelitian ini akan mengikuti pedoman etika penelitian yang ketat, termasuk 

mendapatkan informed consent dari semua partisipan, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan 

menggunakan data secara etis. Persetujuan etik akan diperoleh dari lembaga terkait sebelum 

pengumpulan data dimulai. 

 

Metode penelitian ini dirancang untuk menyediakan gambaran yang komprehensif dan 

mendalam mengenai kondisi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo, 

sambil memastikan bahwa pendekatan yang diambil etis dan bertanggung jawab. Dengan 

menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

wawasan yang kaya dan mendalam, yang dapat mendorong perubahan positif dalam pelayanan 

publik dan administrasi pemerintahan. 

 

 

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas birokrasi dalam pemerintahan di 

Kabupaten Purworejo, dengan fokus pada reformasi dan peningkatan kelembagaan. Penelitian 

dilaksanakan selama empat bulan, dimulai dari awal Juli hingga pertengahan November 2024, 

untuk memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan secara efektif selama periode kerja 

pemerintahan yang normal. 
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Berikut adalah 12 kegiatan utama yang dilaksanakan dalam penelitian ini, dengan penyesuaian 

jadwal agar lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian: 

1. Survei Pendahuluan (Juli 2024): 

o Dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyempurnakan instrumen 

penelitian. Kegiatan ini diselesaikan pada awal bulan Juli. 

2. Penyesuaian Instrumen Penelitian (Juli 2024): 

o Instrumen kuesioner disesuaikan berdasarkan hasil survei pendahuluan agar lebih 

relevan dan valid. 

3. Penyusunan Laporan Pendahuluan (Akhir Juli 2024): 

o Laporan awal mengenai rencana penelitian dan metodologi disusun untuk panduan 

pelaksanaan penelitian lebih lanjut. 

4. Pengumpulan Data (Agustus hingga pertengahan September 2024): 

o Survei kuantitatif dilakukan terhadap responden masyarakat dan ASN, serta 

wawancara mendalam dengan pejabat OPD. Kegiatan ini selesai pada pertengahan 

September. 

5. Wawancara Mendalam (Agustus hingga akhir September 2024): 

o Melibatkan 20 narasumber kunci dari pejabat struktural OPD dan tokoh masyarakat 

untuk mendapatkan wawasan mendalam. 

6. Pengolahan Data (Awal September hingga pertengahan Oktober 2024): 

o Data yang dikumpulkan diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk analisis 

kuantitatif dan kualitatif. 

7. Analisis Data (Pertengahan September hingga akhir Oktober 2024): 

o Analisis dilakukan dengan PLS-SEM untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk 

data kualitatif. 

8. Uji Validitas (Akhir September hingga awal Oktober 2024): 

o Dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan konsistensi data yang telah 

dikumpulkan. 

9. Rekomendasi Kebijakan (Awal Oktober 2024): 

o Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan 

kepada pemerintah daerah. 

10. Penyusunan Laporan Antara (Awal Oktober 2024): 

o Laporan sementara yang mencakup hasil temuan awal dan rekomendasi diselesaikan 

pada awal Oktober. 
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11. Rapat Persiapan untuk Publikasi (Akhir Oktober 2024): 

o Rapat diadakan dengan tim peneliti dan pemangku kepentingan untuk mempersiapkan 

publikasi hasil penelitian. 

12. Penyusunan Laporan Akhir (Awal hingga pertengahan November 2024): 

o Laporan akhir yang komprehensif disusun dan difinalisasi hingga pertengahan 

November, termasuk publikasi dan diskusi hasil penelitian dengan pemerintah daerah. 

 

A. Jadwal Penelitian 

NO KEGIATAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER 

01 Survei pendahuluan                   

02 Penyusunan 

instrumen 

penelitian 

                  

03 Penyusunan 

laporan 

pendahuluan 

                  

04 Pengumpulan data                   

05 Indepth interview                   

06 Pengolahan data                   

07 Analisis data                   

08 Uji Validasi temuan 

penelitian dengan 

stakeholders 

                  

09 Penyusunan dan 

presentasi 

rekomendasi 

kebijakan kepada 

pemangku 

kepentingan 

                  

10 Penyusunan 

laporan penelitian 

akhir 
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NO KEGIATAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER 

11 Rapat persiapan 

untuk publikasi 

atau presentasi 

lebih lanjut 

                  

12 Penyempurnaan 

laporan akhir 

                  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Purworejo, yang dipilih 

berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

● Keragaman Administratif: Lokasi yang memiliki variasi dalam struktur administratif dan jenis 

layanan publik untuk menggambarkan gambaran yang luas dari kondisi birokrasi di kabupaten. 

● Aksesibilitas dan Kooperasi: Daerah yang memiliki akses mudah untuk tim penelitian dan di mana 

birokrasi lokal bersedia dan terbuka untuk berpartisipasi dalam penelitian. 

● Relevansi dan Keperluan: Lokasi yang dikenal memiliki dinamika birokrasi atau tantangan unik 

yang relevan untuk tujuan penelitian. 

Lokasi spesifik yang dipilih untuk penelitian ini termasuk kantor-kantor pemerintah di pusat 

Kabupaten Purworejo dan beberapa unit pemerintah di kecamatan yang memiliki variasi dalam 

implementasi kebijakan dan layanan. Ini termasuk kantor bupati, beberapa dinas terkait seperti 

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan kantor kecamatan yang beragam dalam 

ukuran dan fungsi. 

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang berharga dan berdampak langsung 

pada peningkatan efektivitas birokrasi di Kabupaten Purworejo. Dengan penelitian yang terstruktur 

dan metodologi yang kuat, hasil yang diperoleh diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada 

pengetahuan dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

C. Anggaran Penelitian 

 

 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari dua kelompok 

responden utama, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Kabupaten 

Purworejo. Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas birokrasi dengan penekanan pada 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, adaptabilitas struktur organisasi, 

dan kinerja pelayanan publik. Hasil yang disajikan dalam bab ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi tata kelola birokrasi di 

Kabupaten Purworejo, serta bagaimana kebijakan yang ada memengaruhi persepsi dan 

pengalaman dari kedua kelompok responden. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods, yang menggabungkan analisis 

kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat diandalkan. 

Pendekatan ini dipilih agar dapat menangkap persepsi yang lebih kaya dari masyarakat 

sebagai penerima layanan dan ASN sebagai pelaksana kebijakan. 
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Metodologi Analisis yang Digunakan 

A. Analisis Kuantitatif: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 

Untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari survei terhadap responden ASN dan 

masyarakat, penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM). PLS-SEM dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, 

antara lain: 

1. Fleksibilitas dalam menangani ukuran sampel yang lebih kecil serta kompleksitas 

model yang melibatkan banyak variabel. 

2. Kemampuan untuk menguji hubungan struktural antar variabel laten dan 

menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel yang diukur. 

3. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana variabel-variabel seperti Pengalaman 

Layanan Publik, Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat, Budaya Organisasi, dan 

Kinerja Birokrasi memengaruhi Transparansi dan Akuntabilitas. 

Tahapan Analisis PLS-SEM: 

• Model Pengukuran (Outer Model): Menguji validitas dan reliabilitas indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel laten. 

o Loading factor yang digunakan harus lebih dari 0,7 untuk menunjukkan bahwa setiap 

indikator memiliki korelasi yang kuat dengan variabel laten. 

o Average Variance Extracted (AVE) harus lebih dari 0,5 untuk memastikan validitas 

konstruk. 

o Composite Reliability (CR) di atas 0,7 menunjukkan konsistensi internal yang baik. 

• Model Struktural (Inner Model): Menguji hubungan antar variabel laten untuk melihat 

pengaruh signifikan, baik langsung maupun tidak langsung. 

o Koefisien jalur (Path Coefficient) digunakan untuk menentukan pengaruh antar 

variabel. 

o R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. 

o Uji bootstrapping dilakukan untuk menguji signifikansi statistik dari koefisien jalur 

yang dihasilkan. 
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B. Analisis Kualitatif: Analisis Tematik dari Wawancara Mendalam 

Selain analisis kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif melalui 

analisis tematik untuk data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pejabat OPD 

dan tokoh masyarakat. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali lebih dalam 

mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di 

Kabupaten Purworejo. 

Tahapan Analisis Tematik: 

1. Transkripsi Wawancara: Semua wawancara yang dilakukan dengan ASN dan 

masyarakat ditranskrip secara verbatim. 

2. Koding Data: Proses koding digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang 

muncul dari wawancara. 

3. Identifikasi Tema: Berdasarkan hasil koding, beberapa tema kunci diidentifikasi, 

termasuk: 

o Kendala dalam transparansi proses seleksi jabatan dan pengelolaan tunjangan. 

o Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan, serta hambatan 

dalam penyampaian umpan balik. 

o Budaya organisasi yang belum mendukung inovasi dan kolaborasi di lingkungan 

OPD. 

4. Triangulasi Data: Temuan dari wawancara dibandingkan dengan hasil survei kuantitatif 

untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan. 

Kekuatan Analisis Tematik: 

• Pendekatan ini membantu mengungkap perspektif dan pengalaman yang lebih 

mendalam dari responden, yang mungkin tidak teridentifikasi melalui survei kuantitatif. 

• Analisis ini memberikan wawasan yang lebih kaya tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja birokrasi dari sudut pandang pelaksana kebijakan dan penerima 

layanan. 
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4.1 Analisis Deskriptif Responden 

A. Profil Responden ASN 

1. Demografi Responden ASN Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 173 

responden ASN di Kabupaten Purworejo, profil demografis responden mencakup beberapa 

aspek sebagai berikut: 

• Usia: 

o < 25 tahun: 1.5% 

o 25 - 34 tahun: 6.0% 

o 35 - 44 tahun: 24.2% 

o 45 - 54 tahun: 45.4% 

o 54 tahun: 22.7% 

Mayoritas ASN berada pada rentang usia 45-54 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar 

pegawai berada di puncak usia produktifs Kelamin: 

 



57 
 

o Laki-laki: 69.7% 

o Perempuan: 30.3% 

Komposisi responden didominasi oleh laki-laki, mencerminkan struktur gender dalam 

birokrasi Kabupaten Purworejo . 

• Jabatan:  

o Pelaksana 75.8% 

o Pejabat Eselon IV: 12.1% 

o Pejabat Eselon III: 6.1% 

o Pejabat Eselon II: 6.1% 

Mayoritas ASN berada pada level staf pelaksana, sementara hanya sebagian kecil yang 

menduduki jabatan struktural . 

• Lama Bekerja: 

o < 5 tahun 

o 5 - 10 tahun: 20% 

o 10 tahun: 70% 

Sebagian besar ASN telah bekerja lebih dari 10 tahun, menunjukkan pengalaman yang cukup 

tinggi di sektor birokrasi . 

2. Hasil Utama Terkait Persepsi berdasarkan laporan pengolahan data, terdapat persepsi yang 

beragam terkait beberapa aspek utama dalam tata kelola birokrasi di Kabupaten Purworejo: 

• Adaptabilitas Struktur Organisasi: 

o Rata-rata skor yang diperoleh adalah 2.74 (skala 1-6), yang menunjukkan bahwa tingkat 

adaptabilitas organisasi dinilai masih rendah oleh sebagian besar ASN. Hal ini 

diperkuat dengan temuan wawancara yang mengindikasikan bahwa struktur 

organisasi yang kaku seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan 

• Kapabilitas SDM: 

o Skor rata-rata terkait 3.01, menunjukkan persepsi moderat terhadap kapasitas pegawai 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebanyak 70% ASN merasa perlu 

adanya pelatihan lebih lanjut, terutama terkait keterampilan teknologi dan komunikasi 

. 
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o Dari wawancara mendalam, 60% ASN menyatakan kurangnya kejelasan dasi, 

yang berdampak negatif pada motivasi kerja . 

• Budaya Organisasi: 

o Skor budaya organisasi berada di angka 2.87, menunjukkan bahwaa dan 

kolaborasi di lingkungan OPD perlu ditingkatkan . 

o Berdasarkan wawancara, 75% ASN merasa bahwa kolaborasi antar-divisi 

masih rendah, terutama dalam imebijakan baru. 

• Transparansi dan Akuntabilitas: 

o Transparansi dan akuntabilitas memperoleh skor 2.80, yang mengindikasikan 

ruang untuk peningkatan. Sebanyak 60% ASN merasa bahwa proses seleksi 

jabatan belum dilakukan secara terbuka dan akuntabel . 

o Wawancara mendalam juga menunjukkan bahwa 50% ASN berpendapat 

bahwa pelaporan kinerja OPD lebih fokus pada indistratif daripada hasil yang 

berdampak langsung pada masyarakat . 

Temuan dari survei dan wawancara mendalam menunjukkan adanya kesenjangan antara 

harapan ASN dan realitas di Kabupaten Purworejo. Tantangan terbesar meliputi adaptabilitas 

struktur organisasi, pengembangan SDM, serta transparansi dalam proses seleksi 

jabatan. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, diperlukan reformasi yang lebih menyeluruh 

dalam aspek-aspek tersebut. 

B. Profil Responden Masyarakat 

1. Demografi Responden Masyarakat Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 264 

responden masyarakat di Kabupaten Purworejo, profil demografis responden mencakup 

beberapa aspek sebagai berikut: 

• Usia: 

o 18-24 tahun: 10.6% (28 responden) 

o 25-34 tahun: 20.8% (55 responden) 

o 35-44 tahun: 29.2% (77 responden) 

o 45 tahun: 37.9% (100 responden) 

Mayoritas responden berada pada kelompok usia di atas 45 tahun, menunjukkan 

partisipasi yang lebih tinggi dari kelompok usia dewasa dalam survei inis Kelamin: 
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o Laki-laki: 61.4% (162 responden) 

o Perempuan: 38.6% (102 responden) 

Proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mencerminkan 

keterwakilan responden yang didominasi oleh pria . 

• Pekerjaan 

o Karyawan Swasta : 19.3% 

o Wirausaha: 48.5% 

o Ibu rumah tangga: 30.3% 

o Pelajar dan petani: 1.9% 

Mayoritas responden adalah wirausaha dan ibu rumah tangga, yang menunjukkan 

fokus pada persepsi dari sektor informal dan keluarga . 

• Tingkat Pendidikan 

o SMA : 29.5% 

o D1/D2/D3: 44.3% 

o S1: 24.2% 

o S2: 1.9% 

Sebagian besar responden memiliki pendidikan D1 hingga D3, menunjukkan tingkat 

pendidikan menengah hingga tinggi . 

 

2. Hasil Utama Terkait Masyarakat 

Berdasarkan survei yang dilakukan, ditemukan beberapa persepsi kunci terkait kualitas layanan 

publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Purworejo: 

• Pengalaman Layanan Publik: 

o 55% responden merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. 
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o Namun, 45% responden menyatakan bahwa proses administrasi masih 

lambat, terutama dalam layanan perizinan usaha dan administrasi 

kependudukan . 

o Kelompok usia di atas 55 tahun leerhadap pelayanan yang lambat, terutama 

terkait akses ke layanan kesehatan dan dokumen kependudukan . 

• Transparansi dan Akuntabilitas: 

o 40% masrasa kesulitan mengakses informasi terkait program pemerintah dan 

anggaran daerah . 

o Responden dengan pendidikan lebih tinggi (S1 dan S2) lebih eterbukaan 

informasi dibandingkan mereka yang berpendidikan SMA. 

o 65% responden menyatakan ketidakpuasan terhadap transparansi pemerintah, 

terutama dalam akses informasi terkait program dan kebijakan publik 

• Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat: 

o Hanya 30%ang merasa dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan dan 

pengawasan. 

o Sebanyak 48.5% responden wirausaha merasa bahwa masarakat tidak 

diakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah . 

o Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada mekanisme yang jelas 

dalam partisipasi dalam pengawasan kebijakan . 

Hasil survei terhadap masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan Kabupaten Purworejo 

masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. 

Meskipun sebagian besar masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan, masih 

terdapat kesenjangan dalam akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan 

peningkatan mekanisme partisipasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas di Kabupaten Purworejo. 
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4.2 Hasil Analisis Kuantitatif dan Kualitatif - Responden ASN 

A. Pengalaman dan Persepsi ASN terhadap Tata Kelola Birokrasi 

Adaptabilitas Struktur Organisasi 

1. Analisis Hasil Survei Kuantitatif Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 

responden ASN di Kabupaten Purworejo, rata-rata skor terkait Adaptabilitas Struktur 

Organisasi adalah 2.744 pada skala 1-6. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adaptabilitas 

organisasi masih tergolong rendah. Indikator yang mendapat skor terendah adalah ASO7, 

dengan nilai 2.08, yang mencerminkan kurangnya kemampuan instansi dalam 

menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakanncatat bahwa perubahan kebijakan yang 

sering kali datang dari pusat tidak diiringi dengan pelatihan yang memadai. Hal ini 

menyebabkan hambatan dalam adaptasi kebijakan baru, terutama bagi OPD yang berada 

di tingkat kecamatan . 

2. Analisis Hasil litatif Temuan wawancara dengan pejabat OPD dan ASN mengungkapkan 

bahwa struktur organisasi yang kaku menjadi tantangan utama dalam implementasi 

kebijakan. Beberapa ASN menyatakan bahwa proses adaptasi terganggu karena kurangnya 

komunikasi antarbagian dan kurangnya dukungan untuk inovasi. Salah satu pejabat 

menyebutkan, "Kebijakan dari pusat sering kali datang tiba-tiba tanpa ada persiapan yang 

cukup, sehingga sulit bagi kami untuk segera menyesuaikan diri". 

Lebih dari 60% Aur yang terlalu hierarkis menghambat inovasi dan kolaborasi. Mereka merasa 

bahwa adanya struktur hierarkis membuat arus informasi lambat, sehingga kebijakan tidak 

diimplementasikan dengan efektif di tingkat bawah . 

 

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Adappelatihan berkelanjutan: Berdasarkan survei, 

70% ASN menyatakan keinginan untuk mengikuti pelatihan yang lebih relevan dengan tugas 

mereka, namun merasa bahwa program yang ada saat ini kurang memadai . 

• Kekakuan struktur organisasi: Banyak ASN yang merasa bahwa strsasi terlalu 

mengikuti pedoman pusat tanpa memperhitungkan kondisi lokal, sehingga 

menghambat efektivitas kebijakan. 
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• Kurangnya dukungan teknologi dan digitalisasi: Digitalisasi yanghambat adaptasi 

yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. 

4. Dampak Rendahnya Adaptabilitas terhadap Kinerja Birokrasi Berdasarkan hasil 

analisis path, ditemukan bahwa Adaptabilitas Struktur Organisasi memiliki koefisien 0.317 

terhadap Kinerja Birokrasi dengan nilai T-statistik 4.326 dan P-value 0.000, yang 

menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Ini menandakan bahwa semakin tinggi 

adaptabilitas organisasi, semakin baik kinerja birokrasi . 

 

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa resistensi dari beberapa pejabat senior 

terhadala dalam menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel. Beberapa ASN menyatakan bahwa 

perubahan struktur organisasi sering kali hanya terjadi di tingkat atas, sementara pelaksana di 

lapangan tidak merasakan dampak yang signifikan. 

Temuan dari survei dan wawancara menunjukkan bahwa tingkat adaptabilitas strukur 

organisasi Purworejo masih rendah, terutama disebabkan oleh struktur yang terlalu 

hierarkis dan kurangnya dukungan pelatihan. Untuk meningkatkan adaptabilitas, 

diperlukan reformasi struktural yang lebih berfokus pada fleksibilitas dan peningkatan 

kompetensi pegawai, serta digitalisasi proses administrasi untuk mempercepat respons 

terhadap perubahan kebijakan. 

Rekomendasi ke depan mencakup: 

• Peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi ASN untuk meningkatkan kesiapan 

mereka dalam menghadapi perubahan kebijakan. 

• Restrukturisasi organisasi untuk mendorong lebih banyak kolaborasi antarbagian. 

• Digitalisasi proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan adaptasi terhadap 

perubahan. 
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B. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Persepsi ASN mengenai Pelatihan, Pengembangan Kompetensi, dan Jalur Karir 

Hasil Analisis Kuantitatif: Berdasarkan survei terhadap 173 ASN di Kabupaten Purworejo, 

diperoleh rata-rata skor 3.01 pada skala 1-6 untuk variabel Kapabilitas SDM. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kompetensi ASN perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterampilan 

teknis dan penggunaan teknologi informasiikator tertinggi adalah KSDM2 dengan skor 3.68, 

yang mencerminkan bahwa pegawai memiliki kemampuan dasar yang memadai. Namun, 

terdapat kelemahan pada aspek pengembangan karir, dengan skor rendah pada indikator 

KSDM7 (2.34) dan KSDM8 (2.39) . 

• 70% akan kebutuhan untuk mengikuti pelatihan berkala yang lebih relevan dengan 

tugas dan tanggung jawab mereka, terutama terkait peningkatan keterampilan digital 

dan komunikasi . 

Hasil Wawancara mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh ASN terkait 

pengembangan SDM: 

• Kurangnya program pelatihan yang terstruktur: ASN merasa bahwa pelatihan yang 

diadakan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik tugas mereka. Beberapa 

pegawai menyebutkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan lebih bersifat umum dan 

tidak berfokus pada pengembangan keterampilan teknis yang dibutuhkan. 

• Minimnya jalur karir yangitar 55% responden merasa bahwa promosi dan mutasi 

lebih didasarkan pada hubungan personal dibandingkan kompetensi dan kinerja . Hal 

ini berdampak pada motivasi dan loyai, di mana ASN merasa tidak ada kejelasan 

tentang arah karir mereka. 

Dampak Terhadap Motivasi Kerja: 

• laporkan bahwa kurangnya program pembinaan karir berdampak pada penurunan 

motivasi kerja dan produktivitas. Hal ini diperparah dengan kurangnya traomosi 

jabatan, yang sering kali dianggap tidak objektif. 
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2. Tantangan dalam Meningkatkan Keterampilan ASN 

Dari hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif, terdapat beberapa tantangan utama dalam 

meningkatkan kapabilitas SDM di lingkungan ASN Kabupaten Purworejo: 

• Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan berkala dan program 

pengembangan kompetensi, terutama di tingkat kecamatan dan desa yang lebih 

terpencil. 

• Resistensi dari pejabat senior terhadap pelakm mentoring bagi pegawai baru, yang 

berdampak pada kurangnya transfer pengetahuan dan keterampilan di antara 

generasi ASN. 

• ASN juga mengeluhkan bahwa sebagian besar pelatihenggarakan tidak relevan dengan 

tantangan operasional yang mereka hadapi sehari-hari, seperti penggunaan teknologi 

untuk mempercepat layanan publik. 

 

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Kapabilitas Berdasarkan temuan yang ada, 

beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan 

kapabilitas SDM di lingkungan ASN Kabupaten Purworejo antara lain: 

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi: 

o Menyelenggarakan pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan 

OPD, terutama terkait penggunaan teknologi dan keterampilan komunikasi 

.Menerapkan blended learning yang memadukan pelatihan uk fleksibilitas 

pegawai . 

2. Program Pembinaan Karir: 

o Menyusun jalur karir yang lebih transparan dan dengan mengedepankan 

penilaian kinerja berbasis kompetensi . 

o Mengadakan program mentoring dan coaching bagi ASN yang baru 

diangkat untuk membantu merasi dengan lebih baik. 

3. Digitalisasi Proses Pelatihan: 

o Meningkatkan penggunaan teknologi untuk pelatihan jautama bagi ASN di 

kecamatan dan desa yang lebih terpencil. 
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o Meluncurkan platform digital yang memungkinkan pegawai untuk mengakses 

modul pelatihan secasuai kebutuhan mereka. 

Kesimpulan: Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas SDM melalui 

program pelatihan yang lebih terstruktur, jalur karir yang jelas, serta pemanfaatan teknologi, 

sangat penting untuk meningkatkan efektivitas birokrasi di Kabupaten Purworejo. Dengan 

demikian, diharapkan ASN dapat menjadi lebih responsif dan kompeten dalam melayani 

masyarakat serta mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. 

C. Budaya Organisasi 

1. Hasil Survei Terkait Kolaborasi, Komunikasi Internal, dan Resistensi Terhadap 

Perubahan 

Analisis Kuantitatif: Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 173 ASN di 

Kabupaten Purworejo, rata-rata skor terkait Budaya Organisasi adalah 2.87 pada skala 

1-6. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi masih perlu ditingkatkan, terutama 

dalam aspek kolaborasi antar-unit kerja dan komunikasi internal. 

• Indikator tertinggi adalah BO3 (Rasa Kebersamaan) dengan skor 3.06, sedangkan 

indikator terendah adalah BO1 (Penerapan Nilai-Nilai Organisasi) yang 

memperoleh skor 2.77. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat rasa 

kebersamaan, penerapan nilai organisasi masih lemah menyatakan bahwa kolaborasi 

lintas unit masih jarang terjadi dan cenderung bergantung pada inisiatif individu, bukan 

dari kebijakan yang terstruktur dari pimpinan menunjukkan bahwa 50% ASN merasa 

komunikasi internal di OPD masih belum efektif, terutama dalam menyampaikan 

perubahan kebijakan yang harus diimplementasikan. 

• Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa resistensi terhadap perubahan lebih 

banyak terjadi di kalangan pejabat senior yang merasa nyaman dengan status quo.Salah 

satu narasumber menyebutkan, "Kami sering merasa tidak didukung oleh atasan untuk 

berinovasi, sehingga ide-ide baru sulit diterima"  mengeluhkan bahwa struktur 

organisasi yang hierarkis menyebabkan alur komunikasi menjadi lambat, sehingga 

kebijakan yang seharusnya segera diimplementasikan sering kali tertunda. Beberapa 

responden menyatakan bahwa kurangnya dukungan pimpinan untuk inisiatif 
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kolaboratif menjadi penghambat utama dalam menciptakan budaya kerja yang lebih 

dinamis. 

Dampak Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Pegawai 

Hasil Wawancara: 

• Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa ASN merasa tidak termotivasi ketika ide-ide 

mereka tidak diakui atau diabaikan oleh atasan. Salah satu ASN menyebutkan, "Motivasi kami 

turun ketika kontribusi kami tidak dihargai". ASN yang diwawancarai mengungkapkan bahwa 

meskipun program penghargaan seperti "Employee of the Month" sudah mulai diterapkan, 

implementasinya masih terbatas dan sering kali tidak konsisten. 

• Resistensi terhadap perubahan juga berdampak pada tingkat motivasi. ASN merasa bahwa 

kebijakan perubahan sering kali dipaksakan tanpa diskusi yang memadai, sehingga mereka 

merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 

• Hasil analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Kinerja Birokrasi, dengan koefisien 0.411, T-statistik 3.332, dan 

P-value 0.001, yang berarti pengaruhnya sangat signifikan. 

• ASN yang bekerja di lingkungan dengan budaya organisasi yang kolaboratif melaporkan 

peningkatan kepuasan kerja dan motivasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

produktivitas dan efektivitas pelayanan. 

Berdasarkan temuan survei dan wawancara, beberapa langkah yang dapat diambil 

untuk memperkuat budaya organisasi di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Komunikasi Internal 

o Menerapkan platform komunikasi digital untuk memfasilitasi penyampaian 

informasi mengenai kebijakan dan perubahan dengan lebih cepat. 

o Mengadakan koordinasi lintas unit secara rutin untuk memastikan alur 

komunikasi yang lebih efektif dan efisien. 

2. Program Penghargaan dan Pengakuan 
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o Memperluas program penghargaan bagi ASN yang menunjukkan kinerja dan 

inisiatif yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas 

pegawai. 

o Mengembangkan platform digital untuk pengakuan publik atas prestasi 

pegawai, yang dapat memacu motivasi internal mereka. 

3. Pelatihan dan Workshop Budaya Kolaboratif 

o Menyelenggarakan pelatihan tentang pentingnya kolaborasi dan inovasi di 

semua level ASN, khususnya bagi pejabat senior yang sering menjadi 

penghambat perubahan. 

o Mendorong penguatan manajemen perubahan melalui program pelatihan 

intensif, sosialisasi, dan pemberian insentif bagi pegawai yang berpartisipasi 

aktif. 

Kesimpulan: Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi di OPD Kabupaten 

Purworejo masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kolaborasi lintas unit, komunikasi 

internal, dan dukungan terhadap inovasi. Reformasi budaya organisasi yang lebih inklusif dan 

kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai serta mendorong kinerja 

birokrasi yang lebih efektif di masa depan. 

 

D. Transparansi dan Akuntabilitas 

1. Analisis Kuantitatif Mengenai Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Proses 

Seleksi 

Hasil Survei Kuantitatif 

Berdasarkan survei terhadap 173 responden ASN, diperoleh rata-rata skor 2.80 pada skala 1-

6 untuk variabel Transparansi dan Akuntabilitas. Skor ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat ruang signifikan untuk peningkatan transparansi dalam birokrasi di Kabupaten 

Purworejo. Sebagian besar ASN yang disurvei menyatakan bahwa proses seleksi jabatan dan 

pemberian tunjangan tidak transparan, di mana promosi jabatan sering kali tidak disertai 

dengan kriteria yang jelas dan objektif. 

Selain itu, pelaporan kinerja OPD lebih berfokus pada indikator administratif, tanpa 

mempertimbangkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menyoroti bahwa 
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pendekatan yang terlalu administratif dapat mengurangi fokus pada pencapaian yang 

berorientasi pada hasil. 

Koefisien jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan, dengan nilai koefisien 0.450 

dan P-value < 0.05. Ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam proses seleksi dan 

pelaporan kinerja akan berdampak positif pada efektivitas kebijakan di Purworejo. 

Hasil Wawancara 

Wawancara mendalam dengan ASN mengungkapkan bahwa proses seleksi jabatan sering 

kali dilakukan tanpa publikasi yang memadai. Banyak ASN merasa tidak mengetahui 

kriteria yang digunakan untuk promosi, sehingga menciptakan kesan bahwa proses ini 

dilakukan secara tertutup. Seorang ASN menyatakan, "Kami tidak tahu apa kriteria yang 

digunakan untuk promosi, dan sering kali prosesnya tertutup". 

Lebih lanjut, ASN yang diwawancarai juga mengungkapkan bahwa pelaporan kinerja OPD 

lebih berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif daripada pencapaian yang 

berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus birokrasi masih 

cenderung pada pemenuhan target formal, tanpa memprioritaskan dampak nyata yang 

dirasakan oleh warga. 

Sebagai solusi, para responden menyarankan perlunya audit berkala terhadap proses seleksi 

jabatan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pegawai. Hal ini akan membantu 

memastikan bahwa promosi dan penilaian kinerja dilakukan secara objektif, sehingga 

meningkatkan motivasi dan kepercayaan ASN terhadap sistem yang ada. 

Temuan dari survei dan wawancara ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses seleksi dan pelaporan kinerja di Kabupaten Purworejo masih perlu 

ditingkatkan. Dengan memperbaiki prosedur seleksi jabatan dan lebih menekankan pada 

pencapaian hasil yang berdampak langsung pada masyarakat, diharapkan birokrasi di 

Purworejo dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. 

2. Pandangan ASN terhadap Transparansi dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Temuan Utama: 
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• Berdasarkan wawancara, ASN merasa bahwa kebijakan terkait penilaian kinerja 

dan tunjangan sering kali tidak disosialisasikan secara terbuka, sehingga 

menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan pegawai. 

• Sebanyak 50% ASN yang diwawancarai menyatakan bahwa kurangnya 

transparansi berdampak negatif pada motivasi kerja mereka. Mereka merasa tidak 

dihargai sesuai dengan kinerja yang telah mereka lakukan. 

• Beberapa ASN juga menyoroti kurangnya informasi mengenai anggaran dan 

alokasi sumber daya. Hal ini menyebabkan kinerja OPD menjadi tidak optimal, 

karena mereka kesulitan dalam merencanakan program dengan baik akibat 

keterbatasan informasi. 

Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: 

1. Digitalisasi Proses Seleksi Jabatan: 

o Mengimplementasikan sistem seleksi jabatan berbasis digital yang 

memungkinkan akses terbuka bagi ASN untuk melihat kriteria dan hasil 

seleksi. 

o Menerapkan audit eksternal secara berkala untuk memastikan bahwa proses 

seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. 

2. Penerapan Standar Pelaporan Kinerja: 

o Mewajibkan pelaporan kinerja secara terbuka melalui portal digital yang 

dapat diakses publik, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan 

masyarakat terhadap OPD. 

o Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih transparan terkait 

evaluasi kinerja dan alokasi tunjangan bagi ASN, sehingga prosedur menjadi 

lebih jelas dan adil. 

3. Peningkatan Partisipasi ASN dalam Pengawasan Kebijakan: 

o Mendorong pembentukan forum diskusi yang melibatkan ASN dari 

berbagai level untuk memberikan masukan mengenai kebijakan yang terkait 

dengan kinerja dan promosi. 

o Mengadakan sesi dialog secara rutin untuk memastikan kebijakan yang 

diambil mendapat dukungan dari ASN sehingga kebijakan lebih efektif dan 

berkelanjutan. 
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Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pelaporan kinerja di lingkungan ASN Kabupaten Purworejo berdampak 

negatif pada motivasi kerja dan kepercayaan ASN terhadap sistem birokrasi. Dengan 

menerapkan sistem digitalisasi dan audit berkala, diharapkan dapat tercipta akuntabilitas 

yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan ASN terhadap kebijakan yang 

diimplementasikan. Upaya ini akan mendukung reformasi birokrasi yang lebih transparan dan 

efektif, sehingga kinerja OPD dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

E. Kinerja Pelayanan Publik 

1. Temuan Terkait Persepsi ASN terhadap Efektivitas Layanan Publik 

Hasil Survei Kuantitatif: Berdasarkan hasil survei terhadap 173 ASN, ditemukan bahwa rata-

rata skor kinerja pelayanan publik adalah 2.75 pada skala 1-6. Hal ini menunjukkan bahwa 

ASN menilai efektivitas layanan publik masih belum optimal di Kabupaten Purworejo. 

• Indikator tertinggi adalah terkait pemenuhan target program (skor 2.91), sementara 

indikator terendah adalah responsivitas terhadap keluhan masyarakat dengan skor 

2.59. 

• 70% ASN menyatakan bahwa digitalisasi layanan sangat diperlukan untuk 

meningkatkan efisiensi, terutama pada layanan administrasi seperti perizinan dan 

pembuatan dokumen. 

• Dalam aspek kecepatan pelayanan, 65% ASN merasa bahwa kurangnya infrastruktur 

teknologi menjadi kendala utama, terutama di daerah yang lebih terpencil. 

Hasil Wawancara Kualitatif: Wawancara mendalam dengan ASN mengungkapkan bahwa 

kurangnya digitalisasi menyebabkan proses administrasi masih lambat. Salah satu ASN 

menyebutkan, "Layanan kami sering tertunda karena semua proses masih dilakukan secara 

manual. Ini sangat menyulitkan terutama ketika volume permintaan tinggi". 

• ASN juga menyoroti bahwa banyak kebijakan yang bersifat top-down, sehingga 

sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. 

• Beberapa ASN mengakui bahwa kurangnya pelatihan terkait penggunaan teknologi 

menyebabkan keterlambatan dalam adopsi digitalisasi layanan. 
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2. Hambatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Faktor-Faktor Penghambat: 

• Keterbatasan infrastruktur teknologi: 65% ASN merasa bahwa OPD belum 

memiliki sistem digital yang memadai untuk mendukung percepatan layanan. 

• Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas: ASN menyebutkan 

bahwa ketidakjelasan SOP menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas 

layanan yang diberikan. 

• Resistensi terhadap perubahan: ASN senior sering kali enggan mengadopsi sistem 

baru, yang memperlambat proses reformasi birokrasi. 

 

 

 

Solusi yang Disarankan oleh ASN: 

1. Digitalisasi Proses Pelayanan: 

o Mengimplementasikan layanan berbasis digital untuk perizinan, layanan 

kesehatan, dan administrasi kependudukan. Hal ini diharapkan dapat 

mempercepat waktu respons layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. 

2. Pelatihan Berkelanjutan: 

o Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam 

menggunakan teknologi dan sistem informasi. 

3. Penyederhanaan SOP: 

o Membuat SOP yang lebih terstruktur untuk memastikan keseragaman dalam 

prosedur layanan publik di seluruh OPD. 

Kesimpulan 

Temuan dari survei dan wawancara menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di 

Kabupaten Purworejo masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek responsivitas dan 

efisiensi layanan. Tantangan terbesar meliputi kurangnya digitalisasi, infrastruktur 
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teknologi yang terbatas, serta resistensi terhadap perubahan. Untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, diperlukan digitalisasi layanan, pelatihan yang lebih berfokus pada 

keterampilan teknologi, dan penyederhanaan SOP yang lebih konsisten di seluruh OPD. 

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan dapat tercapai peningkatan 

signifikan dalam kualitas layanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

 

 

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, berikut adalah analisis berdasarkan nilai P-value (tingkat 

signifikansi) dan Original Sample (arah koefisien): 
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1. Adaptabilitas Struktur Organisasi terhadap Budaya Organisasi: 

o P-value = 0.027 (< 0.05) → Berarti hubungan signifikan. 

o Koefisien = 0.252 → Hubungan memiliki arah positif. 

o Analisis: Adaptabilitas struktur organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap budaya organisasi, artinya semakin adaptif struktur 

organisasi, semakin baik budaya organisasi. 

 

2. Kapasitas SDM terhadap Budaya Organisasi: 

o P-value = 0.001 (< 0.05) → Berarti hubungan signifikan. 

o Koefisien = 0.297 → Hubungan memiliki arah positif. 

o Analisis: Kapasitas SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

budaya organisasi. Semakin tinggi kapasitas SDM, semakin baik budaya 

organisasi. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Budaya Organisasi: 

o P-value = 0.000 (< 0.05) → Berarti hubungan signifikan. 

o Koefisien = 0.407 → Hubungan memiliki arah positif. 

o Analisis: Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap budaya organisasi. Semakin transparan dan akuntabel, 

semakin baik budaya organisasi. 

4. Budaya Organisasi terhadap Kinerja Birokrasi: 

o P-value = 0.001 (< 0.05) → Berarti hubungan signifikan. 

o Koefisien = 0.297 → Hubungan memiliki arah positif. 

o Analisis: Budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja birokrasi. Budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja 

birokrasi. 

5. Adaptabilitas Struktur Organisasi terhadap Kinerja Birokrasi: 

o P-value = 0.009 (< 0.05) → Berarti hubungan signifikan. 

o Koefisien = 0.317 → Hubungan memiliki arah positif. 

o Analisis: Adaptabilitas struktur organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja birokrasi. Semakin adaptif struktur organisasi, 

semakin baik kinerja birokrasi. 

6. Kapasitas SDM terhadap Kinerja Birokrasi: 
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o P-value = 0.551 (> 0.05) → Berarti hubungan tidak signifikan. 

o Analisis: Kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM tidak secara 

langsung meningkatkan kinerja birokrasi. 

7. Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Birokrasi: 

o P-value = 0.000 (< 0.05) → Berarti hubungan signifikan. 

o Koefisien = 0.304 → Hubungan memiliki arah positif. 

o Analisis: Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja birokrasi. Semakin tinggi transparansi dan 

akuntabilitas, semakin baik kinerja birokrasi. 

 

4.3 Hasil Analisis Kuantitatif dan Kualitatif - Responden Masyarakat 

A. Pengalaman dan Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Publik 

1. Pengalaman Layanan Publik 

Analisis Hasil Survei Terkait Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan survei terhadap 264 responden masyarakat di Kabupaten Purworejo, ditemukan 

bahwa 55% responden merasa puas dengan layanan publik yang mereka terima, terutama di 

bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, 45% responden menyatakan bahwa layanan 

administrasi, khususnya terkait perizinan dan dokumen kependudukan, masih memerlukan 

perbaikan. Responden berusia di atas 55 tahun cenderung lebih kritis terhadap kecepatan 

layanan dibandingkan kelompok usia yang lebih muda, terutama terkait lama waktu tunggu 

pada layanan kesehatan dan pengurusan dokumen. 

Lebih lanjut, 75% responden merasa bahwa kualitas layanan kesehatan di Kabupaten 

Purworejo cukup memadai, meskipun masih ada keluhan terkait keterlambatan 

penanganan administrasi rumah sakit. 

Kemudahan Akses dan Efisiensi 
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• 60% responden dengan latar belakang pendidikan D1 hingga D3 merasa bahwa 

akses informasi mengenai layanan publik masih kurang memadai, terutama terkait 

jadwal layanan dan prosedur administrasi. 

• Dalam hal penggunaan teknologi, sebanyak 70% responden menyatakan minat 

mereka untuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pengurusan layanan 

administrasi, karena mereka percaya digitalisasi dapat membantu meningkatkan 

kecepatan dan transparansi. 

2. Umpan Balik Masyarakat terhadap Efisiensi Layanan 

Hasil Wawancara Kualitatif 

Dari wawancara mendalam dengan masyarakat, terungkap bahwa banyak warga merasa 

kesulitan dalam mengakses layanan, terutama di daerah-daerah terpencil di Kabupaten 

Purworejo. Responden menyatakan bahwa proses manual membuat waktu tunggu lebih 

lama, sehingga mereka merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. 

• 85% masyarakat di wilayah pedesaan berharap agar layanan publik lebih mudah 

diakses melalui platform digital. Mereka menyarankan adanya portal layanan online 

untuk pendaftaran perizinan dan pengurusan dokumen. 

• Beberapa responden juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, yang 

menyebabkan masyarakat tidak mengetahui prosedur yang benar dalam mengurus 

berbagai jenis layanan publik. 

Kesimpulan 

Temuan dari survei dan wawancara menunjukkan bahwa akses masyarakat dalam 

mengakses layanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal digitalisasi dan 

transparansi informasi. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi mobile dan portal online, 

diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. 

 

Rekomendasi untuk Peningkatan Layanan Publik 

1. Implementasi Digitalisasi Layanan Publik 

o Disarankan untuk mengembangkan portal online yang memungkinkan 

masyarakat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien. 
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o Memberikan pelatihan bagi staf pelayanan publik untuk meningkatkan 

kompetensi dalam menggunakan sistem digital dan aplikasi pelayanan. 

2. Peningkatan Sosialisasi Program Pemerintah 

o Meningkatkan sosialisasi prosedur layanan publik melalui media sosial dan 

website resmi pemerintah daerah. 

o Menyediakan layanan bantuan daring untuk membantu masyarakat yang 

kesulitan dalam mengakses informasi mengenai layanan yang tersedia. 

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo 

dapat lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, 

terutama mereka yang berada di daerah terpencil. 

B. Pengalaman dan Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Publik 

2. Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat 

1. Hasil Survei Terkait Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang dan 

Pengawasan Kebijakan 

Berdasarkan hasil survei terhadap 264 responden masyarakat, ditemukan bahwa tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 

dan pengawasan kebijakan di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah: 

• Hanya 30% responden yang merasa dilibatkan dalam proses Musrenbang. Sebagian 

besar masyarakat menyatakan bahwa partisipasi mereka sering kali terbatas pada 

kegiatan formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. 

• Sebanyak 65% responden menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi 

yang memadai mengenai jadwal Musrenbang atau prosedur pengawasan kebijakan 

yang tersedia. 

• Dalam hal pengawasan kebijakan, 40% masyarakat merasa bahwa akses mereka 

untuk memberikan umpan balik atau melaporkan keluhan masih sulit. 

Koefisien jalur dari analisis PLS-SEM menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, 

dengan nilai koefisien 0.310 dan P-value 0.005, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

partisipasi masyarakat, semakin transparan kebijakan yang dihasilkan. 
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2. Wawancara Mengenai Hambatan dalam Partisipasi dan Pengawasan 

Temuan dari wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan perwakilan warga 

menunjukkan adanya berbagai hambatan yang membatasi partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan kebijakan: 

• Kurangnya sosialisasi dan akses informasi: Banyak responden mengeluhkan bahwa 

informasi terkait Musrenbang dan program kebijakan tidak disebarkan secara luas, 

sehingga hanya segelintir masyarakat yang mengetahui jadwal dan prosedurnya. 

Seorang narasumber menyebutkan, "Kami tidak pernah mendapatkan undangan atau 

pemberitahuan resmi terkait Musrenbang, sehingga sulit bagi kami untuk ikut serta". 

• Proses yang terkesan tertutup: Sebagian besar masyarakat merasa bahwa proses 

Musrenbang dan pengambilan keputusan hanya melibatkan kelompok tertentu atau 

tokoh masyarakat yang dekat dengan pemerintah daerah, sehingga banyak aspirasi 

warga yang tidak terdengar. 

• Keterbatasan akses digital: Di wilayah pedesaan, masyarakat sering kali tidak 

memiliki akses ke internet, yang menghambat mereka untuk memberikan masukan 

melalui platform online yang disediakan pemerintah. 

• Kurangnya respons dari pemerintah: 50% responden menyatakan bahwa laporan 

atau keluhan yang diajukan sering kali tidak mendapat tanggapan, sehingga mereka 

merasa enggan untuk berpartisipasi lebih lanjut. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

kebijakan dan Musrenbang di Kabupaten Purworejo masih belum optimal. Tantangan utama 

yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta 

rendahnya respons pemerintah terhadap umpan balik masyarakat. 

Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi: 

1. Memperluas sosialisasi program Musrenbang melalui media sosial, radio lokal, dan 

platform digital agar lebih banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi secara aktif. 
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2. Menyediakan portal online yang lebih mudah diakses untuk menerima keluhan, 

masukan, dan umpan balik dari masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di 

wilayah terpencil. 

3. Meningkatkan transparansi dalam proses Musrenbang dengan membuka akses ke 

dokumen perencanaan dan laporan hasil pertemuan, sehingga masyarakat dapat 

memantau tindak lanjut dari masukan yang telah mereka berikan. 

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta partisipasi masyarakat 

yang lebih inklusif dalam proses pengambilan kebijakan di Kabupaten Purworejo, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik. 

B. Transparansi dan Akuntabilitas 

1. Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah 

Hasil Survei Kuantitatif: Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 264 responden 

masyarakat di Kabupaten Purworejo, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terkait 

transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan banyak perbaikan. Berikut adalah temuan 

utama: 

• 65% responden merasa bahwa informasi mengenai kebijakan pemerintah dan 

program anggaran tidak mudah diakses oleh masyarakat. 

• 40% masyarakat menyatakan bahwa mereka kesulitan mendapatkan informasi terkait 

alokasi anggaran, seleksi jabatan, dan program pemerintah daerah. 

• Responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi (S1 dan S2) cenderung lebih 

menuntut transparansi dibandingkan responden dengan latar belakang pendidikan 

SMA. 

Hasil Path Analysis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang transparansi dan 

akuntabilitas memiliki korelasi positif terhadap kepercayaan mereka pada pemerintah 

daerah, dengan koefisien 0.450 dan P-value < 0.05. 
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2. Wawancara Mendalam Mengenai Kendala Akses Informasi dan Saran Perbaikan 

Temuan dari Wawancara Kualitatif: Wawancara mendalam dengan beberapa tokoh 

masyarakat mengungkapkan adanya berbagai kendala yang menghambat transparansi dan 

akuntabilitas di Kabupaten Purworejo: 

• Kurangnya Sosialisasi Kebijakan: Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai 

menyatakan bahwa informasi terkait program dan kebijakan tidak disosialisasikan 

secara memadai. Mereka merasa sering kali hanya mendapat informasi dari sumber 

tidak resmi atau melalui rumor. 

• Keterbatasan Akses Digital: Banyak warga di daerah pedesaan mengeluhkan 

kurangnya akses ke internet, yang membuat mereka sulit memperoleh informasi 

secara daring. Hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin memantau 

program pemerintah secara lebih transparan. 

• Tidak Ada Mekanisme Pengaduan yang Efektif: 50% responden yang 

diwawancarai merasa bahwa laporan atau keluhan yang diajukan sering kali tidak 

mendapatkan tanggapan dari pihak terkait, sehingga mengurangi minat masyarakat 

untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan. 

Saran Perbaikan dari Masyarakat: 

• Digitalisasi Portal Informasi Publik: Responden menyarankan agar pemerintah 

daerah mengembangkan portal digital yang lebih mudah diakses untuk menyajikan 

informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan program yang sedang berjalan. 

• Pelaksanaan Forum Diskusi Terbuka: Menyelenggarakan forum konsultasi publik 

secara rutin untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan serta 

memberikan akses langsung untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. 

• Penggunaan Aplikasi Mobile: Beberapa masyarakat menyarankan pengembangan 

aplikasi mobile yang memungkinkan mereka untuk melaporkan masalah secara 

real-time dan memantau tindak lanjut dari keluhan mereka. 
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Kesimpulan 

Dari hasil analisis kuantitatif dan wawancara kualitatif, dapat disimpulkan bahwa 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo masih perlu 

ditingkatkan. Masyarakat masih merasa kesulitan dalam mengakses informasi publik, yang 

berpengaruh pada rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk digitalisasi sistem informasi, peningkatan 

akses internet di daerah terpencil, dan pembentukan forum konsultasi publik, untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Rekomendasi: 

1. Pengembangan Portal Informasi Digital: 

o Membuat portal yang menyajikan informasi mengenai anggaran, seleksi 

jabatan, dan kebijakan pemerintah secara lebih transparan dan mudah 

diakses. 

2. Sosialisasi Kebijakan melalui Media Sosial dan Forum Diskusi: 

o Memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan sosialisasi program dan 

kebijakan. 

3. Implementasi Aplikasi Mobile untuk Pengaduan Masyarakat: 

o Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dengan aplikasi 

yang memungkinkan pelaporan dan pemantauan secara real-time. 
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Berdasarkan gambar dan tabel diatas maka, diperoleh hasil :  

Partisipasi pengawasan masyarakat (PPM) Berpengaruh negative terhadap transparansi dan 

akuntabilitas (P value 0.002 dengan koefisen -0.200). Hasil yang berpengaruh negatif ini 

dapat disebabkan :  

 

• Partisipasi hanya bersifat formalitas: Berdasarkan wawancara mendalam, masyarakat 

menyatakan bahwa partisipasi mereka dalam forum Musrenbang atau pengawasan 

kebijakan lebih bersifat simbolis. Mereka merasa didengarkan, tetapi tidak melihat 

adanya tindak lanjut yang konkret dari masukan yang mereka berikan. Hal ini 

menyebabkan partisipasi yang ada menjadi tidak efektif dalam mendorong 

akuntabilitas. 
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• Kurangnya transparansi tindak lanjut: Meskipun masyarakat dilibatkan dalam 

pengawasan, tidak ada mekanisme yang transparan untuk memantau tindak lanjut dari 

masukan yang diberikan. ASN yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun forum-

forum tersebut diadakan, hasilnya jarang diimplementasikan dengan baik karena 

minimnya pelaporan balik kepada masyarakat tentang dampak dari partisipasi tersebut

. 

• Kekurangan dalam digitalisasi informasi: Banyak informasi terkait kebijakan dan 

alokasi anggaran yang tidak dipublikasikan secara terbuka. Padahal, masyarakat sudah 

mulai terbiasa menggunakan platform digital, namun portal informasi pemerintah 

belum sepenuhnya terintegrasi dan transparan. 

 

Pengalaman pelayanan publik (PP) berpengaruh negative terhadap transparansi dan 

akuntabilitas (p value 0.000 dengan koef -0.672). Hasil yang berpengaruh negatif ini dapat 

disebabkan :  

 

• Fokus pada pemenuhan target administratif: Survei terhadap ASN menunjukkan bahwa 

kinerja OPD lebih berfokus pada pemenuhan indikator administratif daripada 

pencapaian hasil yang berorientasi pada dampak nyata. Hal ini berarti meskipun 

layanan publik tampak lebih baik di permukaan, fokus sebenarnya hanya untuk 

memenuhi target birokrasi. 

• Keterbatasan dalam evaluasi kinerja yang objektif: Meskipun pelayanan publik 

meningkat, ASN menyatakan bahwa penilaian kinerja mereka tidak didasarkan pada 

hasil nyata, melainkan lebih pada pencapaian administratif. Kurangnya transparansi 

dalam penilaian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) menjadi salah satu penyebab 

menurunnya akuntabilitas. 

• Ketidaksesuaian antara layanan dan transparansi: Layanan publik yang lebih baik tidak 

serta merta meningkatkan transparansi. ASN yang diwawancarai menyebutkan bahwa 

kebijakan digitalisasi layanan belum diikuti oleh transparansi dalam pengelolaan data 

dan informasi publik. Masyarakat masih merasa sulit untuk mendapatkan akses 

informasi terkait kebijakan yang berdampak langsung pada mereka. 
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4.4 Pembahasan Temuan Penelitian 

Perbandingan Temuan ASN dan Masyarakat 

1. Identifikasi Perbedaan dan Kesamaan Persepsi antara ASN dan Masyarakat 

A. Kesamaan Persepsi 

• Kedua kelompok responden (ASN dan masyarakat) menunjukkan ketidakpuasan 

terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sebanyak 60% ASN dan 

65% masyarakat merasa bahwa informasi terkait pengelolaan anggaran dan 

kebijakan belum terbuka sepenuhnya. 

• Digitalisasi layanan diakui sebagai kebutuhan mendesak oleh kedua kelompok. 70% 

ASN dan 60% masyarakat menyatakan bahwa layanan digital dapat meningkatkan 

efisiensi, terutama dalam administrasi perizinan dan dokumen. 

• Kurangnya sosialisasi kebijakan juga diidentifikasi oleh ASN dan masyarakat 

sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan program pemerintah. ASN mengeluhkan 

keterbatasan alur komunikasi internal, sementara masyarakat merasa kurang 

mendapatkan informasi yang memadai. 

B. Perbedaan Persepsi 

• ASN lebih fokus pada tantangan internal terkait struktur organisasi dan kapabilitas 

SDM. 55% ASN merasa bahwa kurangnya pelatihan dan jalur karir yang jelas 

menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kinerja. 

• Sebaliknya, masyarakat lebih fokus pada kualitas layanan publik yang mereka 

terima. 45% masyarakat menyatakan ketidakpuasan terkait kecepatan pelayanan 

administrasi, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan dan layanan 

kesehatan. 

• Dalam hal partisipasi, ASN lebih peduli pada transparansi proses seleksi jabatan, 

sementara masyarakat menekankan perlunya akses lebih besar dalam 

Musrenbang dan pengawasan kebijakan. 

2. Analisis Perbedaan Persepsi tentang Kinerja dan Transparansi 

A. Persepsi ASN terkait Kinerja dan Transparansi 
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• ASN menilai bahwa struktur yang kaku dan kurangnya fleksibilitas dalam kebijakan 

internal OPD menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kinerja birokrasi. 

60% ASN menyatakan bahwa kebijakan sering kali datang dari pusat tanpa 

mempertimbangkan kondisi lokal. 

• Selain itu, ASN mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses promosi dan 

pemberian tunjangan, yang berdampak pada motivasi kerja dan loyalitas pegawai. 

B. Persepsi Masyarakat terkait Kinerja dan Transparansi 

• Masyarakat cenderung lebih kritis terhadap kualitas layanan yang mereka 

terima. 40% masyarakat merasa bahwa proses layanan masih lambat dan 

membutuhkan perbaikan, terutama di sektor kesehatan dan administrasi kependudukan

. 

• Dalam hal transparansi, masyarakat merasa tidak mendapatkan akses informasi yang 

memadai terkait program pemerintah dan alokasi anggaran. 65% masyarakat 

menyatakan bahwa kurangnya transparansi menyebabkan rendahnya kepercayaan 

terhadap pemerintah daerah. 

 

Kesimpulan Pembahasan 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ASN dan masyarakat memiliki 

kesamaan dalam melihat perlunya perbaikan transparansi, terdapat perbedaan fokus 

dalam tantangan yang dihadapi. ASN lebih menyoroti kebutuhan internal terkait 

pelatihan, jalur karir, dan transparansi internal, sedangkan masyarakat lebih fokus pada 

kualitas layanan publik yang diterima dan akses terhadap informasi. 

Implikasi Kebijakan: 

1. Penguatan digitalisasi baik untuk layanan publik maupun komunikasi internal di 

OPD, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

2. Penyusunan jalur karir yang lebih jelas dan program pelatihan berbasis 

kompetensi untuk meningkatkan motivasi ASN. 

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang dan pengawasan 

kebijakan dengan menyediakan platform digital yang lebih inklusif. 
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Tabel: Perbedaan dan Kesamaan Persepsi antara ASN dan Masyarakat di Kabupaten 

Purworejo 

No. Aspek Persepsi ASN Persepsi Masyarakat 

1 Transparansi 

Kurangnya transparansi 

dalam proses seleksi 

jabatan dan pemberian 

tunjangan di lingkungan 

OPD. 

Sulitnya akses informasi terkait 

kebijakan, anggaran, dan program 

pemerintah daerah. 

2 Akuntabilitas 

Fokus pada akuntabilitas 

internal terkait penilaian 

kinerja dan pelaporan di 

OPD. 

Kepercayaan rendah pada 

pemerintah daerah karena kurangnya 

laporan terbuka terkait program. 

3 
Kinerja 

Layanan 

Hambatan dalam 

implementasi kebijakan 

karena kurangnya 

fleksibilitas dalam struktur 

organisasi. 

Keluhan terhadap kecepatan 

layanan terutama di bidang 

kesehatan dan administrasi 

kependudukan. 

4 
Digitalisasi 

Layanan 

Digitalisasi internal 

diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas 

kerja dan responsivitas 

OPD. 

Masyarakat berharap digitalisasi 

layanan publik untuk mempercepat 

proses administrasi. 

5 
Pelatihan dan 

Pengembangan 

Kurangnya program 

pelatihan dan jalur karir 

yang jelas menurunkan 

motivasi pegawai. 

Tidak relevan (fokus masyarakat 

lebih pada kualitas layanan yang 

diterima). 

6 
Partisipasi 

Publik 

Partisipasi terbatas pada 

proses internal dan 

pengambilan keputusan 

di lingkungan OPD. 

Keterlibatan masyarakat rendah 

dalam Musrenbang dan 

pengawasan kebijakan. 

7 
Sosialisasi 

Kebijakan 

Keterbatasan komunikasi 

internal menghambat 

Kurangnya sosialisasi kebijakan 

menyebabkan masyarakat tidak 

memahami program pemerintah. 
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No. Aspek Persepsi ASN Persepsi Masyarakat 

pelaksanaan kebijakan 

dengan efektif. 

8 

Respons 

terhadap 

Umpan Balik 

ASN mengeluhkan bahwa 

ide-ide sering diabaikan 

oleh pimpinan. 

Masyarakat merasa keluhan tidak 

ditanggapi oleh pemerintah, 

menurunkan minat untuk 

berpartisipasi. 

 

Tabel di atas menggambarkan perbedaan fokus antara ASN yang lebih peduli pada aspek 

internal seperti pelatihan, transparansi jabatan, dan struktur organisasi, sedangkan 

masyarakat lebih menyoroti akses layanan dan keterbukaan informasi. Kesamaan di 

antara keduanya adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi, digitalisasi, dan 

komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. 

Dengan memahami kesamaan dan perbedaan persepsi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat 

menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

birokrasi dan layanan publik di Kabupaten Purworejo. 

Perbandingan Temuan Penelitian dengan Teori dan Studi Sebelumnya 

1.1 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Seleksi Jabatan Berdasarkan survei 

terhadap 173 responden ASN, diperoleh rata-rata skor 2.80 pada skala 1-6 untuk variabel 

Transparansi dan Akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam proses 

seleksi jabatan masih kurang optimal. ASN merasa bahwa proses promosi jabatan sering 

kali dilakukan tanpa kriteria yang jelas, yang menyebabkan penurunan motivasi dan loyalitas 

pegawai. Salah satu ASN yang diwawancarai menyebutkan, "Kami tidak tahu apa kriteria yang 

digunakan untuk promosi, dan sering kali prosesnya tertutup". 

Studi teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pemerintahan (Hood, 1991). Namun, hasil wawancara dan survei di 

Purworejo menunjukkan bahwa proses yang ada masih cenderung bersifat tertutup dan tidak 

konsisten, berlawanan dengan prinsip-prinsip NPM. Kurangnya kejelasan ini tidak hanya 

menurunkan motivasi ASN tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

publik. 
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1.2 Kinerja Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat Survei terhadap 264 responden 

masyarakat menunjukkan bahwa 55% masyarakat merasa puas dengan layanan publik, 

terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, 45% responden merasa tidak puas 

dengan layanan administrasi, khususnya terkait perizinan dan pengurusan dokumen 

kependudukan. Temuan ini selaras dengan teori kualitas pelayanan (Parasuraman et al., 

1988), di mana kualitas layanan yang rendah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. 

Wawancara dengan masyarakat juga mengungkap bahwa banyak warga di daerah terpencil 

menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan karena proses administrasi yang masih 

manual dan lambat. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan berharap agar layanan 

publik lebih mudah diakses melalui platform digital, karena hal ini dapat mempercepat 

waktu pelayanan dan mengurangi waktu tunggu yang panjang. 

1.3 Pengembangan Kapabilitas SDM dan Jalur Karir Dalam konteks pengembangan 

kapabilitas SDM, teori Human Resource Development (HRD) menekankan pentingnya 

pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Namun, temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diadakan di Purworejo belum sepenuhnya sesuai 

dengan kebutuhan ASN. Sebanyak 70% ASN merasa bahwa pelatihan yang mereka terima 

lebih bersifat umum dan kurang relevan dengan tugas spesifik mereka. 

Khususnya bagi ASN berstatus P3K, jalur karir yang tidak jelas menyebabkan penurunan 

motivasi. Responden mengeluhkan bahwa tidak adanya kejelasan terkait promosi dan 

peningkatan karir membuat mereka merasa terjebak dalam posisi yang stagnan. Hal ini sangat 

bertentangan dengan teori Employee Motivation (Herzberg, 1966), di mana pengakuan dan 

peluang karir merupakan faktor penting dalam memotivasi pegawai. 

Implikasi terhadap Kebijakan Tata Kelola Birokrasi 

Mengungkap Kelemahan yang Tersembunyi dalam Tata Kelola Birokrasi di Kabupaten 

Purworejo 

Pembahasan yang didasarka dari hasil wwancara bertujuan untuk memperkaya pemahaman 

mengenai kondisi aktual birokrasi di Kabupaten Purworejo yang terungkap melalui wawancara 

mendalam dengan berbagai pihak, termasuk ASN dan masyarakat. Meski upaya reformasi 
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birokrasi telah diinisiasi, temuan-temuan yang didapat dari wawancara ini menyoroti masalah 

yang masih terpendam dan memperlihatkan kesenjangan yang besar antara kebijakan yang 

telah dirancang dengan kenyataan di lapangan. 

1. Ketidakefisienan Administratif: Implementasi yang Masih Timpang 

Wawancara mengungkap bahwa meskipun ASN di Kabupaten Purworejo menilai efisiensi 

administrasi mereka dengan skor 7-8 dari 10, realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

prosedur manual masih mendominasi. Digitalisasi yang dicanangkan sebagai bagian dari 

reformasi ternyata hanya berlaku setengah hati. Banyak OPD yang belum mampu beradaptasi 

dengan sistem baru karena infrastruktur yang tidak memadai serta kurangnya 

keterampilan teknis di kalangan ASN. 

Lebih dari itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi penghambat signifikan. Para pejabat 

senior, terutama di OPD yang lebih tradisional, cenderung menghambat inovasi karena lebih 

nyaman dengan pola kerja lama. Akibatnya, kebijakan digitalisasi yang seharusnya mendukung 

efisiensi hanya menjadi lip service tanpa implementasi nyata. 

Hal ini semakin dipersulit oleh masalah konektivitas internet di daerah-daerah terpencil, 

yang membuat layanan publik sering kali terganggu. Banyak ASN mengeluhkan 

ketidakstabilan akses internet, yang berdampak langsung pada waktu pelayanan kepada 

masyarakat. Keadaan ini ironis mengingat salah satu tujuan reformasi adalah mempercepat 

proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

2. Ketidakjelasan Jalur Karir dan Pelatihan yang Tidak Relevan 

Salah satu isu yang paling mencolok adalah ketidakjelasan jalur karir, terutama bagi ASN 

yang berstatus P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Meskipun pemerintah 

telah mengadakan berbagai pelatihan, seperti MOOC dan Bimtek, banyak pegawai merasa 

bahwa pelatihan tersebut tidak menyasar kebutuhan spesifik di lapangan. Materi pelatihan 

yang diberikan sering kali bersifat umum, tanpa memperhatikan kebutuhan teknis atau 

keterampilan digital yang relevan. 

Akibatnya, pegawai merasa terjebak dalam jalur karir yang stagnan, tanpa adanya prospek 

peningkatan atau promosi yang jelas. ASN yang berstatus P3K merasa bahwa mereka tidak 

mendapatkan perlakuan yang setara dengan PNS, terutama terkait kesempatan promosi dan 
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pengembangan karir. Hal ini menurunkan motivasi pegawai yang merasa bahwa kerja keras 

mereka tidak diakui. 

Lebih buruk lagi, ketidakjelasan dalam standar promosi dan penilaian kinerja menyebabkan 

banyak ASN merasa bahwa promosi lebih ditentukan oleh kedekatan personal daripada 

kompetensi atau prestasi kerja. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan di kalangan 

pegawai, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

3. Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas: Seleksi dan TPP yang Bermasalah 

Masalah transparansi dalam seleksi jabatan dan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai 

(TPP) muncul sebagai isu yang sensitif. Meskipun proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 

(JPT) dinilai sudah transparan oleh beberapa ASN, ada keluhan terkait penilaian kinerja yang 

tidak jelas untuk pemberian TPP. Pegawai merasa bahwa kriteria pemberian TPP tidak 

didasarkan pada kinerja nyata, melainkan lebih pada preferensi pribadi atau kedekatan 

dengan pimpinan. 

Dari wawancara, muncul pandangan bahwa penilaian kinerja sering kali hanya menjadi 

formalitas tanpa adanya ukuran yang jelas dan objektif. Banyak pegawai merasa frustrasi 

karena meskipun mereka telah bekerja keras, hasil penilaian kinerja mereka tidak 

mencerminkan usaha yang mereka lakukan. Ketidakadilan dalam pemberian TPP ini 

menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pegawai yang memiliki akses lebih baik ke 

pimpinan dengan mereka yang hanya mengandalkan kinerja. 

Dari sisi masyarakat, akses informasi terkait kebijakan dan anggaran masih menjadi 

tantangan. Banyak warga merasa kesulitan mengakses laporan penggunaan anggaran atau 

kebijakan baru yang diterapkan. Kurangnya sosialisasi kebijakan dan keterbatasan portal 

digital membuat masyarakat merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. 

4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Pengawasan Kebijakan 

Partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

dan pengawasan kebijakan masih sangat rendah. Berdasarkan wawancara, banyak responden 

menyatakan bahwa Musrenbang lebih banyak menjadi formalitas, tanpa ada tindak lanjut 

nyata dari masukan yang diberikan masyarakat. Ini mencerminkan kurangnya keterbukaan 

dan minimnya upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan. 
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Banyak masyarakat merasa bahwa pemerintah hanya melibatkan warga untuk memenuhi syarat 

formal, bukan sebagai bagian dari proses yang substansial. Platform digital yang diharapkan 

dapat mendukung partisipasi warga juga belum berjalan optimal. Di banyak daerah terpencil, 

akses internet masih menjadi kendala, sehingga masyarakat tidak memiliki saluran untuk 

menyampaikan keluhan atau saran secara efektif. 

5. Dampak Langsung pada Kinerja Layanan Publik 

Dampak dari berbagai tantangan di atas sangat terasa pada kinerja layanan publik. ASN 

mengeluhkan kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang 

menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelayanan. Warga yang membutuhkan layanan 

administrasi, seperti perizinan atau pengurusan dokumen kependudukan, sering kali harus 

menunggu lebih lama karena prosedur yang tidak efisien. 

Banyak OPD masih bergantung pada prosedur manual, yang memperlambat layanan dan 

mengurangi kepuasan masyarakat. Hal ini terutama dirasakan oleh warga di daerah terpencil 

yang harus melakukan perjalanan jauh untuk mengakses layanan pemerintah. ASN yang 

diwawancarai menegaskan bahwa tanpa adanya peningkatan infrastruktur teknologi dan 

pelatihan digital, target reformasi birokrasi tidak akan tercapai. 

Kesimpulan Wawancara dan Refleksi  

Temuan dari wawancara ini mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten 

Purworejo masih menghadapi banyak kendala tersembunyi. Resistensi terhadap perubahan, 

ketidakjelasan jalur karir, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat 

adalah isu-isu yang memerlukan perhatian serius. 

Untuk pemerintahan yang akan datang, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

pembenahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Dengan memperbaiki transparansi, 

memperkuat infrastruktur teknologi, dan meningkatkan partisipasi warga, diharapkan tata 

kelola birokrasi dapat menjadi lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Purworejo. 

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya reformasi yang lebih fokus dan terarah, 

upaya peningkatan kualitas birokrasi akan sulit tercapai, terutama di tengah tantangan politik 

dan sosial yang semakin kompleks. 
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Diskusi tentang Temuan yang Relevan untuk Perbaikan Kebijakan dan Struktur 

Organisasi 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dari kedua kelompok responden (ASN dan 

masyarakat), terdapat sejumlah temuan penting yang dapat menjadi dasar untuk 

memperbaiki kebijakan dan struktur organisasi di Kabupaten Purworejo: 

1. Kebutuhan Digitalisasi Layanan dan Proses Administrasi: 

o ASN dan masyarakat sepakat bahwa digitalisasi layanan merupakan langkah 

mendesak yang harus diambil untuk mempercepat proses administrasi dan 

meningkatkan transparansi.  

o Temuan menunjukkan bahwa 65% ASN merasa bahwa digitalisasi akan 

mempercepat pengambilan keputusan di OPD, sementara 60% masyarakat 

percaya bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, 

terutama di bidang kesehatan dan administrasi. 

o Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam 

seleksi jabatan dan penilaian kinerja merupakan masalah serius. Proses 

seleksi jabatan sering kali tidak didasarkan pada kriteria yang jelas, 

menyebabkan ketidakpuasan di kalangan ASN. Oleh karena itu, penerapan 

sistem digital yang memungkinkan akses terbuka bagi ASN untuk melihat 

kriteria dan hasil seleksi akan menjadi solusi penting. Selain itu, audit 

eksternal berkala dapat membantu memastikan bahwa promosi dilakukan 

berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan hubungan personal. 

o Dari survei masyarakat, ditemukan bahwa 70% responden tertarik untuk 

menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah pengurusan layanan 

administrasi. Namun, kurangnya infrastruktur teknologi dan keterampilan ASN 

menjadi kendala. Pemerintah perlu mempercepat digitalisasi dengan 

menyediakan pelatihan intensif bagi ASN, serta membangun portal layanan 

online yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus 

datang langsung ke kantor. 

o Rekomendasi: Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem digital 

terintegrasi yang mencakup perizinan, layanan kesehatan, dan administrasi 

kependudukan, dengan pelatihan bagi ASN untuk mendukung penerapan 

teknologi baru. 
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2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: 

o Kurangnya transparansi dalam proses seleksi jabatan dan pengelolaan 

anggaran menjadi perhatian utama baik dari ASN maupun masyarakat. Hal ini 

berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. 

o Sebanyak 65% masyarakat menyatakan kesulitan dalam mendapatkan 

informasi terkait kebijakan pemerintah, sementara 60% ASN merasa proses 

seleksi jabatan tidak transparan. 

o Rekomendasi: Pemerintah perlu memperluas akses informasi melalui portal 

digital yang mudah diakses oleh masyarakat dan pegawai. Selain itu, audit 

reguler harus diterapkan untuk memastikan transparansi dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Pengembangan Kapabilitas SDM: 

o ASN menyoroti kurangnya program pelatihan yang relevan dan jalur karir 

yang jelas, yang berdampak negatif pada motivasi dan produktivitas. 

o 70% ASN menyatakan perlunya pelatihan berbasis kompetensi yang lebih 

spesifik untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial 

o Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang Berbasis 

Kinerja Pemberian TPP di Purworejo saat ini belum mencerminkan beban 

kerja yang dihadapi pegawai. Survei dan wawancara mengungkapkan bahwa 

kriteria pemberian TPP sering kali tidak adil, menyebabkan ketidakpuasan 

di antara ASN. Pemerintah perlu menyusun skema TPP berbasis kinerja, 

dengan penilaian yang lebih objektif untuk memastikan bahwa pegawai yang 

bekerja keras mendapatkan insentif yang sesuai. 

o Rekomendasi: Menyusun program pelatihan berkelanjutan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan OPD, serta memperjelas jalur karir untuk 

meningkatkan loyalitas dan kinerja ASN. 

4. 2.3 Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Temuan dari 

wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan 

forum pengawasan kebijakan masih sangat rendah. Banyak masyarakat merasa bahwa 

pendapat mereka tidak didengarkan dan sering kali hanya digunakan sebagai 

formalitas. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi 

kebijakan melalui media sosial dan radio lokal, serta membangun platform digital 

yang memungkinkan warga memberikan masukan dan memantau tindak lanjut dari 

laporan mereka. 
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Dari analisis ini, terlihat bahwa meskipun reformasi birokrasi telah berjalan di Kabupaten 

Purworejo, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam transparansi, 

digitalisasi layanan, dan pengembangan SDM. Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu 

segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa reformasi ini berdampak 

nyata pada peningkatan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat. 

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Analisis Gabungan dari Kedua Kelompok 

Berdasarkan temuan dari survei dan wawancara, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi di Kabupaten Purworejo: 

1. Implementasi Sistem Digital Terpadu: 

o Mengintegrasikan layanan publik melalui portal digital yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses informasi, mengajukan perizinan, dan 

melaporkan keluhan secara online. 

o Melakukan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi digital guna 

mendukung efektivitas sistem yang baru diterapkan. 

2. Meningkatkan Transparansi melalui Pelaporan Terbuka: 

o Mewajibkan setiap OPD untuk menyusun laporan kinerja secara terbuka 

dan mempublikasikannya secara rutin di portal informasi publik. 

o Memperkenalkan mekanisme audit eksternal untuk memastikan bahwa 

proses seleksi jabatan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. 

3. Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi: 

o Menyusun program pelatihan khusus yang fokus pada peningkatan 

keterampilan manajerial, digitalisasi, dan layanan publik. 

o Menerapkan program mentoring bagi pegawai baru untuk mempercepat 

adaptasi mereka di lingkungan kerja. 

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan: 

o Mengadakan forum diskusi publik secara berkala untuk melibatkan 

masyarakat dalam proses Musrenbang dan pengawasan program pemerintah. 

o Mengembangkan aplikasi mobile untuk pelaporan keluhan dan masukan 

dari masyarakat secara real-time, dengan sistem tindak lanjut yang transparan. 

5. Restrukturisasi Organisasi untuk Meningkatkan Fleksibilitas: 

o Melakukan reformasi struktur organisasi OPD agar lebih responsif terhadap 

perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. 
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o Menerapkan struktur yang lebih flat untuk mempercepat alur komunikasi dan 

pengambilan keputusan. 

Dengan menerapkan kebijakan yang diusulkan di atas, diharapkan dapat terjadi peningkatan 

signifikan dalam efektivitas tata kelola birokrasi dan kualitas layanan publik di Kabupaten 

Purworejo. Fokus utama adalah digitalisasi, peningkatan transparansi, dan pengembangan 

SDM sebagai kunci untuk membangun birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. 

Ringkasan Temuan Utama dari Kedua Kelompok Responden 

1. Transparansi dan Akuntabilitas: 

o ASN menyoroti kurangnya transparansi dalam proses seleksi jabatan dan 

pengelolaan tunjangan, yang berdampak pada penurunan motivasi kerja. 

o Masyarakat merasa sulit mengakses informasi terkait kebijakan dan 

anggaran, dengan 65% responden menyatakan kesulitan dalam memperoleh 

informasi yang mereka butuhkan. 

2. Kinerja Pelayanan Publik: 

o 70% ASN dan 60% masyarakat sepakat bahwa digitalisasi layanan sangat 

diperlukan untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi. 

o Masyarakat mengeluhkan proses layanan yang lambat, terutama dalam 

pengurusan dokumen kependudukan dan layanan kesehatan, sementara 

ASN merasa struktur yang kaku menghambat inovasi dalam pelayanan. 

3. Partisipasi dan Pengawasan Kebijakan: 

o Hanya 30% masyarakat yang merasa terlibat dalam Musrenbang dan 

pengawasan kebijakan. Hambatan utama mencakup kurangnya sosialisasi dan 

keterbatasan akses informasi. 

o ASN mengungkapkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan 

program sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak berdampak nyata pada 

kebijakan. 

4. Kapabilitas SDM dan Budaya Organisasi: 

o ASN menyoroti perlunya pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan 

keterampilan mereka. 55% ASN merasa kurangnya jalur karir yang jelas 

berdampak pada motivasi dan produktivitas. 

o Budaya organisasi yang kurang mendukung inovasi menjadi penghambat 

dalam pengimplementasian kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. 
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Dampak Temuan terhadap Perbaikan Tata Kelola Birokrasi di Kabupaten Purworejo 

1. Digitalisasi Layanan Publik: 

o Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dapat mempercepat proses 

administrasi dan meningkatkan transparansi. Pemerintah daerah perlu 

mempercepat implementasi platform digital untuk layanan publik dan internal 

OPD. 

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: 

o Baik ASN maupun masyarakat menginginkan transparansi yang lebih baik 

dalam kebijakan dan anggaran. Dengan meningkatkan akses terhadap 

informasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat 

dengan masyarakat. 

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat: 

o Untuk meningkatkan partisipasi dalam Musrenbang dan pengawasan 

kebijakan, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif serta pengembangan 

aplikasi pengaduan online yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat 

lebih aktif. 

4. Pengembangan SDM: 

o Investasi dalam program pelatihan yang relevan dapat meningkatkan 

kompetensi ASN dan memperbaiki budaya organisasi, sehingga birokrasi 

menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. 

o Reformasi jalur karir yang lebih jelas dapat meningkatkan motivasi dan 

loyalitas ASN, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas 

layanan publik. 

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 

transparansi, digitalisasi, dan pengembangan SDM merupakan prioritas untuk 

memperbaiki tata kelola birokrasi di Kabupaten Purworejo. Implementasi rekomendasi yang 

telah disarankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 

dalam pelayanan publik, yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah. 
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Tindak Lanjut Penelitian : Pelatihan Penyusunan Brief Policy  

Pelatihan penyusunan brief policy dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 

sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Akhir Hibah Riset Unggulan Daerah Purworejo Tahun 

2024. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam 

menyusun dokumen kebijakan yang singkat, padat, dan berbasis data, sesuai dengan 

rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian. Dalam konteks laporan ini, pelatihan ini menjadi 

langkah konkret untuk memastikan bahwa hasil riset dapat diimplementasikan secara efektif 

melalui kebijakan yang lebih terarah dan aplikatif. 

Penyusunan brief policy dalam sektor publik merupakan proses pembuatan dokumen 

kebijakan yang dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu, dengan format 

yang ringkas, berbasis bukti, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dalam konteks 

pemerintahan daerah, brief policy berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan kebijakan 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan hasil riset yang telah 

dilakukan. Dokumen ini memainkan peran penting dalam mempercepat pengambilan 

keputusan yang strategis, terutama dalam menangani isu-isu prioritas daerah seperti yang telah 

dianalisis dalam hibah riset ini. 

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur terhadap 

proses penyusunan brief policy, tetapi juga mengintegrasikan hasil riset unggulan ke dalam 

kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat Purworejo. Melalui kegiatan ini, 

pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih terstruktur, berbasis bukti, dan 

selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal. 
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LAMPIRAN 

 

(Dokumen-dokumen pendukung seperti kuesioner, formulir persetujuan informasi, dan data 

demografis dari lokasi penelitian) 

 

Untuk penelitian yang bertujuan mengkaji efektivitas birokrasi dalam tata kelola 

pemerintahan di Kabupaten Purworejo, penting untuk mengembangkan serangkaian 

pertanyaan wawancara yang baik terstruktur maupun terbuka. Berikut ini adalah contoh 

pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara dengan berbagai pihak terkait. 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Untuk Pegawai Pemerintah 

Pertanyaan Terstruktur: 

1. Berapa lama Anda telah bekerja dalam birokrasi pemerintah ini? 

2. Dalam skala 1-10, seberapa efisien Anda menilai proses administratif di departemen Anda? 

3. Apakah Anda telah menerima pelatihan terkait tugas dan pekerjaan anda? (Ya/Tidak) 

Pertanyaan Terbuka: 

1. Dapatkah Anda menjelaskan tantangan apa yang paling sering Anda hadapi dalam tugas 

sehari-hari? Bagaimana Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? 

2. Bagaimana Anda menilai kejelasan fungsi dan tanggung jawab antar unit dalam struktur 

organisasi saat ini? Apakah ada area yang menurut Anda perlu diperjelas untuk 

meningkatkan efisiensi kerja? 

3. Apakah yang anda ketahui tentang reformasi birokrasi?  

4. Apakah reformasi birokrasi ada pengaruhnya terhadap pekerjaan anda saat ini? Apa saran 

Anda untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan di Kabupaten Purworejo? 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan kegiatan rutin seperti Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di organisasi kita? Apakah kegiatan tersebut sudah membantu dalam 

memperbaiki tata kelola secara efektif? 

6.  Bagaimana Anda melihat jalur karir yang ada di organisasi kita saat ini? Apakah Anda 

merasa memiliki gambaran yang jelas tentang peluang karir dan pengembangan diri di masa 

depan? 
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7. Apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk meningkatkan kejelasan dan transparansi pola 

karir di organisasi kita agar dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai? 

8. Bagaimana Anda menilai proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dilakukan saat 

ini? Apakah Anda merasa proses ini sudah transparan dan adil bagi semua calon yang 

memenuhi syarat? 

9. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian implementasi Tunjangan Kinerja Pegawai 

(TPP) saat ini dengan kebutuhan dan kondisi di Purworejo? 

10. Menurut Anda, apakah ada aspek dari Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP) yang bisa 

disesuaikan lebih baik dengan kondisi lokal kita, dan jika ya, apa saran Anda untuk 

perbaikan tersebut? 

 

2. Untuk Pemangku Kepentingan (Kepala Departemen, Pembuat Kebijakan) 

Pertanyaan Terstruktur: 

1. Apakah anda telah melakukan atau mengikuti reformasi birokrasi selama masa jabatan anda? 

Berapa banyak? 

2. Seberapa sering departemen Anda melakukan evaluasi kinerja internal? (Bulanan, 

Triwulanan, Tahunan) 

3. Apakah Anda merasa bahwa sumber daya saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 

departemen Anda? (Ya/Tidak) 

 

Pertanyaan Terbuka: 

1. Dapatkah Anda mendeskripsikan bagaimana kebijakan saat ini mempengaruhi operasional 

harian departemen Anda? 

2. Apa yang Anda anggap sebagai keberhasilan terbesar dalam upaya reformasi yang telah 

dilakukan? 

3. Apa langkah strategis selanjutnya yang Anda rencanakan untuk meningkatkan tata kelola? 

4. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian struktur organisasi dan tata kelola saat ini 

di Kabupaten Purworejo dengan kebutuhan spesifik daerah kita? 

5. Sejauh mana implementasi aturan dari pusat sudah mempertimbangkan kondisi lokal di 

Purworejo, dan bagaimana menurut Anda hal ini dapat ditingkatkan? 
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6. Apa saran Anda untuk memastikan bahwa proses seleksi JPT dapat berjalan dengan lebih 

terbuka dan bebas dari potensi konflik kepentingan? 

 

3. Untuk Masyarakat Umum 

Pertanyaan Terstruktur: 

1. Seberapa sering Anda menggunakan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah 

kabupaten? 

2. Dalam skala 1-10, bagaimana Anda menilai kepuasan Anda terhadap layanan yang diterima? 

3. Apakah Anda merasa bahwa proses pelayanan publik telah membaik selama beberapa tahun 

terakhir? (Ya/Tidak) 

 

Pertanyaan Terbuka: 

1. Ceritakan pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan birokrasi pemerintah lokal. 

2. Apa perubahan yang Anda rasakan secara langsung dari reformasi yang telah dilaksanakan? 

3. Menurut Anda, apa yang masih perlu ditingkatkan dari layanan publik di Kabupaten 

Purworejo? 

 

Sasaran Wawancara 

● Pegawai Pemerintah: Fokus pada mereka yang bekerja di garis depan layanan publik dan 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

● Pemangku Kepentingan: Termasuk kepala departemen, pembuat kebijakan, dan pejabat 

tinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan reformasi. 

● Masyarakat Umum: Penduduk lokal yang berinteraksi dengan layanan pemerintah dan 

dapat memberikan perspektif tentang efektivitas layanan tersebut. 

Menggunakan campuran pertanyaan terbuka dan terstruktur akan memungkinkan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang beragam dan mendalam, sekaligus memastikan bahwa topik 

penting tertentu selalu dibahas selama wawancara. Ini juga memudahkan analisis data yang 

lebih konsisten dan membandingkan jawaban dari berbagai responden. 

 

 

 


